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PENERBITAN KARTU KELUARGA

PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH /DATANG ANTAR
KABUPATEN /KOTA DALAM SATU PROPINSI DAN ANTAR
PROPINSL.

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA)
PENCATATAN BIODATA PENDUDUK.

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH KE LUAR
NEGERI ( SKPLN ).

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG KE
LUAR NEGERI ( SKPDLN ),

PENCATATAN AKTE KELAHIRAN

PENCATATAN LAHIR MATI.

PENCATATAN AKTE PERKAWINAN,

PEMBATALAN PERKAWINAN,

PENCATATAN PERCERAIAN,

PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN.
PENCATATAN KEMATIAN.

PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK.

PENCATATAN PENGAKUAN ANAK.

PENCATATAN PENGESAHAN ANAK.

PENCATATAN PERUBAHAN NAMA.

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN.
PENCATATAN PEMBETULAN AKTE DAN PENERBITAN
KUTIPAN KEDUA AKTE YANG HILANG ATAU RUSAK.

- SURAT KETERANGAN PENETAPAN LAHIR LUAR NEGERI .

SURAT KETERANGAN PENETAPAN KEMATIAN LUAR
NEGERL,
PENCATATAN ANAK YANG LAHIR PERKAWINAN CAMPURAN

ATAU ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA ( ABG )

PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA DAN SURAT

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL/ PENDATAAN PENDUDUK
RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN




PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

U DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANJUNGBALAI

Jalan MT. Haryono No. 64 Kota Tanjunghalai 21311 Telepon 082160498682

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANJUNG BALAI
Nomor: 050 / 03~/ K'DUKCAPIL / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

FADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengimgat

KOTA TANJUNGBALAL

a. bahwa dalam rangha mewujudkan penyelenggarsan pelayanan publik

4

bidang administrasi kependudukan scsuai dengan asas penyelengaraan
pemerintahan yang baik, dan  guna mewujudkan kepastian hak dan
kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
administrasi kependudukan, maka perlu adanya Standar Pelayanan yang
hanes dipedomani olch pegawai yang melayani administrasi ;

bahwa untuk memberi acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan dimaksud hurf 2, maka periu ditctapkan
standar pelayanan untuk jenis pelayanan Administrasi Kependudukan
dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.

Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
tonom  kota-kots keeil dalam limghungan Daresh Provinsi Sumatera
Utara

(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1092);

- Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 1entang Perubahan Kedua atas

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemnerintahan Dacrah .

» Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(LN2013/No. 232, TLN No., $475);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2009 Nowor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);
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15,

16,

17.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (LN, Tahun 2011, TLN. Nomor $234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat Il Tanjungbalai dan K

Dacrah Tingkat 11 Asshan (LN, Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomos
3ioly

Peraturan  Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LN, Tahun 2005
Nomor 150, TLN, Nomaor 4585);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomwor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (LN, 2007 Nomor 80, TI.N. Nomor 4736},

- Persturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Dacrah (LN, Tahun 2007 Nomor §9, TLN. Nomor 4741);

Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,

Peraturan Presiden Rl Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 62 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten'Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
Penctapan, dan Pencrapan Standar Pelayanan;

Peruturan Dacrah Kota Tanjunghalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubshan atas Perda Nomor 1S Tahun 2008 tentang Pembentukan
Perangkat Dacrah Kota Tanjungbalai;

Peraturan Dacralt Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012
Penyelenggaman Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Walikota Tanjunghalai Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

REFUTUSAN  KEPALA  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN
FENCATATAN SIFIL KOTA TANJUNGBALAI TENTANG
STANDAR FELAYANAN PADA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN,




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Sundar pelayanan  pada  Pelayanan  Administrasi Kependudukan

Standar  Pelayanan pada Pelavanan  Administrasi K
schagaimana dimaksud dalam diktun KESATU, lmmln.d:pdilupnlm
dalam melaksanakan tugas bagi Pegawal Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tanjunghalai.

Standar Pelayanan sehagaimana terlampir dalam Lampisan Keputusan ini
wajib dilaksanakan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tanjunghalai dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kota
Tanjunghalsi, aparat pengawasan, dan  masyarakat  dalam
penyclenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan .

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan dengan ketentuan
apabila di kemodian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perubahan dan perbaikan schagaimana mestinya.

Ditetaphan di : Tanjunghbalai
Pada tanggal : 0@ Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAI

Drs. INDRA HALOMOAN NASUTION, MLSI

Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199402 1 o1

. Bapek Walikota T-um:hh.l
2 Inspektoest Kota Tanjunghalai
3 Baglen Organisasi dan Tatalshsana Sctdakot Tanjunghalal




> PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
S DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TANJUNGBALAI
Jalan MT, Haryono No. 64 Kota Tanjungbalai 21311 Telepon 082275480304

MAKLUMAT PELAYANAN
Dengan ini Kami segenap Jajaran
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
MENYATAKAN

I.SIAP BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MELAYANI DAN
MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT DENGAN HATI YANG TULUS.

2SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN

STANDAR PEIAYANAN BERDASARKAN PERMEPAN-RB NO.15 TAHUN
2014,

3.SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.

4. BERSEDIA UNTUK MENRIMA SAKNS! DAN/ATAU MEMBERIKAN

KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI
ST-" i"lrﬂ—"‘ Rf

Tanjungbalai, o0& Januari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Q E anjungbalai

Drs. Indra Halomoan Nasution, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199402 1 001




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai
Nomor 470/ @3 « /DUKCAPIL2024
Tanggal : o4 Januari 2024

A PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD)  di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Eksistensi Dinas
Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil ini  didasarkan  Peraturan  Dacrah  Kota
Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkst Daerah Kota
Tanjunghalai.

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan  sipil dan  pengelolaan  informasi administrasi  kependudukan  serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembagunan sektor Lain,

meﬁhilmhgimdﬂiﬂmdmhiﬂtﬂmm
disclengarakan olch negara dalam rangka memberika perlindungan dan pengakuan
hukum atas status individu dan status keperdataan sescorang,

Pencatatan  Sipil yang disclenggarakan sccara terintegrasi dengan  pendaftaran
penduduk dan dikelola menggunakan teknologi informatika yakni dalam kerangka
Sistem Administrasi Kependudukan, akan memberikan kontribusi optimal dalam
pembentukan database kependudukan yang diperlukan dan sangat dibutuhkan bagi
proses  perencanaan  dan perumusan  kebijakan di  bidang  pemecrintahan  dan
pembangunan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : 1. Penerbitan Kartu Keluargs

No. | KOMPONEN URAIAN

I. | Dasar Hukum | 1. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedus atas Undang. Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 lentang

Administrasi Kependudukan sehagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

UL Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan,

3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

4 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksansan LU
Nomor 23  Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan,

§. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tats Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6 Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.

ta
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Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Karu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Perpres Nomaor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tabun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secana
Nasional,

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan
Permendagri No,I8 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Perpres No96 tahun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Pendoduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagn Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penctbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.

Permendagn No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu |dentitas
Anak ( KIA )

Permedagri  Nod70/13287/ Dukeapil perthal  Jenis
laysnan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Tekms Penyusunan, Penctspan, dan Penerapan Standar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peranghat Dacrah Kota Tanjungbalal,

Perda Kota Tanjunghalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaman  Administrasi Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjunghalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera
Tata Kerja Dinas Kependuduhan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.

Pelayanan

Penerbitan KK baru karena membentuk keluargs
Baru

a. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikal /
Kutipan Akta Perkawinan, akta percernian; dan

b. SPTIM perkawinan/ perceraian belum tercatat ( F-
1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta
perkawinan atau perceraian.
( Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108 /2019 )

Penerbitan Kartu Keluarga Baru karcna penggantian
Kepala Keluarga ( kematian kepala Keluargs )
a. Fowokopi akta kematian ; dan
{ Pasal 10 ayat (3) Permendagri 1082019 )
b. Fotokopi KK Lama.

Penerbitan Karte kelusrga baru karcea Pisah Kk
dalam | (satu) Abamat

a. Fowokopi KK lama

b. Berumur sckurang-kurangnya 17 Tahun atau sudahy




kawin atau permah kawin yang dibuktikan dengan
kepemilikan KTP-<L
( Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/ 2019 )

4. Penerbitan Karto Keluarga baru Karena Perubahan
Data
a. KK lama; dan
b. Fotokopi surat keteranganbukti perubahan Peristiva
Kependudukan ( contoh @ Paspor, SKPWNI ) dan
Peritiwa Penting
Catatan :
Peristiwa Kependudukan yang dimaksud adlah Pindsh
dalam NKRI atau antar Negara ( Pasal 12 Perpres 96 /
2018 )
5. Penerbitan Kartu Keluarga karena Hilang/ Rusak
a. Surat keterangan hilang dan Kepolisian atau KK yang
Rusak
b, fotokopi KTP-cl; dan
¢ Fotokopi kartu lzin tinggal tetap ( untuk OA )
( Pasal 13 Perpres 96/ 2018 ).
Sistem,
mekanisme, I.  Pencrbitan Kartu Keluarga Baru Karena membentuk
Prosedur Keluarga Baru.
: a. Penduduk mengisi F-1,02
b. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan
akte perkawinan, kutipan akta percernian  atau
menyerahkan SPTIM pedawinan/ perceraian belum
tercatat yang ditands tangani kedua pihak apabila tidak
memiliki buku nikah/akta perkawinan;
¢ Saksi yang dipersyaratkan tidak perly melampirkan
fotokopi KTP-el; dan
d. Dinas menerbitkan KK hans.
Catatan:
Untuk  pelayanan OnlineDaring ,  persyaratan
discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
2. Penerbitan Kartu keluarga Baru karens Peaggantian

Kepala Keluarga ( Kematian Kepals keluargs )

a. Peduduk mengisi F.1.02;

b. Melampirkan fotcopi akta kematisn jika Kepals
keluarga meninggal,

€. Melampirkan FotoKopi KK Lama'

4. Dalam hal seluruh anggota keluurga masih berusia
dibawah 17 tahun, maka diperiukan Kepals keluarga di
dalam keluarga ini atay anak-anak dimaksud dititipkan
pada karu heluarga saudarsnya yang terdekat dengan
membuat surat pemyataan bersedia menjadi wali; dan

¢. Dinas menerbithan KK Baru
Catatan :

Untuk Pelayanan OnlineDaring, persyaratan yang
discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.




X, Penerbitan Kartu Kelvarga Haro karens Pisab KK
dalam | ( satu) Alamat

8. Penduduk Mengisi F-1.02;

b. Penduduk Melampirkan fotokopi buku nikah atau akta
perceraian | jika  discbabkan  permikahan st
perceraian ) ;

¢. Penduduk melampirkan KK lama: dan

d. Dinas Menerbitkan KK Baru
Catatan :

a Unwk pelayanan online'daring. persyaratan yang
discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; dan

b. Penduduk belum menikah dapat pisah KK dalam |
( satu ) alamat jika berumur sckurang-kurangnya 17
Tahun.

4. Pencrbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data

a. Penduduk Mengisi F-1.02.

b. Penduduk Melampirkan KK lama.

¢. Penduduk mengisi F.1.06 karcna perubahan clemen
data dalam KK

d Penduduk melampirkan  fotokopi  bukti  peristina
kependudukan dan peristiwa penting;

¢. Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan
dart orangtua jika pindah KK dan surat pernyatasn
bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang
ditumpangi khusus pindah datang bagi penduduk yang
berusia kurang dari 17 ahun; dan

f. Dinas mencrbitkan KK Baru,
Catatan :
Untuk pelayanan online’daring , persyarstan yang
discan /difoto untuk diunggah harus aslinya,

5. Penerbitan Kartu Keluarga karena Hilang/Rusak.
a. Penduduk Mengisi F-1.02 dan tidak perlu melampirkan
fotokopi KTP-cl karena NIK telsh diisi di F1.02; dan
b. Penduduk menyerahkan dokumen Kk yang rusak/surat
keterangan kehilangan dani kepolisian kepada Dinas
untuk digantikan dengan KK yang banu.

4. | Jangka Waktu | - I (satu) han kerja sampai 3 (tiga) han kerja dalam kondisi
Penyclesaian berkas lenghkap dan jaringan yang sempurna.

S. | BayaTanf | Tidak Di Pungut Biaya (Gratis)

6. | Produk Kartu Keluarga
Pelayanan

7. | Sarana, Filling cabinet, almarialat tulis kantor, formulir, fasilitas
prasarana pengolshan  data, penyimpanan dats  (dstabase), SIAK,
dan/atau Apmusiﬁfh.jnhgmw&nl.mm.phm.
fasilicas pesawat (elepon, faximile, kendarman, ruang kerja. ruang

unggu

8. | Kompetensi | 1. Minimal SLTA

Pelaksana 2. Memahami  peraturun  Administrasi - Kependudukan,
khususnya Pendaftaran Penduduk.

3. Bisa mengoperasionalkan komputer
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan public




5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berhas yang kurang stau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan

9. | Pengawasan Adanya koreksi yang berjenjang oleh Kasi [dentitas Penduduk
Internal dan Kabid Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas :
= Penerimasn berkas harus benar dan lenghap
+  Pemasukan data discsuaikan dengan data dukung
10. | Penanganan I. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
pengaduan, Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjunghbalai
saran.  dan | 2 Telepon 082160498682
. 3. Kotak saran
11. | Jumlah 10 Orang terdiri dari
Pelaksana = | orang penerima permohonan
= 6 orang input data
» | orang pengagenda dan arsip ‘
= | orang pencatat dan penvampai hasil pelayanan
- | orang korekior dan mengatasi masalah
12. | Jaminan Adanya brosur yang bensi tentang persyaratan, prosedur dan
pelaksanasn IKM secara berkelanjutan
13. | Jaminan . Adanya tanda terima sebagai jaminan dokumen yang
kcamanan dan sudah discrahkan dan penyimpanan dokumen
kesclamatan | = Penerima Tamu di ruang Pelayanan
pelayanan
14, | Evaluasi Sccara rutin dilaksanakan setiap | bulan.
kinerja

pelaksana




Jenis Pelayanan : 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

No.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

1<

12,

13.

14

15,

16.

17.

18,

. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Temang Pemerintahan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan scbagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
ULl Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Undang-undang Nomot 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik,

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanasn UL
Nomoe 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan,

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentng Tata Cara
Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Pendoduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional,

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional,

Perpres No.96 Tabun 2018 Tentang Kependudukan

. Permendagn No, I8 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanasn  Perpres No9%6 whun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

i Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.
Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pencrbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependuduhan Secara Nasional.

Permendagn No. 2 Tabun 2016 tenatng Kartu ldentitas
Anak ( KIA )

Permedagri.  No4TOVI3287 Dukcapil perthal  Jenis
layanan, Porsyaratan  dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 20012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjunghalai.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggarsan  Administrasi  Kependodukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjunghalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjunghalai.




ta

Pelayanan

5.

Untuk Penerbitan KTP-¢l Bara WNI ;

1. Telah berusia 17 Tahun, sudah kawin, atau pernah
kawin; dan

2. Fotokopi KK, ( Pasal 15 Perpres 962018 )

Untuk Penerbitan KTP-<! Baru karena Pindah,

perubahan data , Rusak dan Hilang untuk WNI ;

1. SKP( jika terjadi pindah dateng )

2. KTP-¢el Lama dan surat keterangan /bukti perubahan
peristiwa kependudukan dan penstiwa Penting ( jika
terjadi perubahan data );

3. KTP-el rusak ( jika KTP-el rusak ) ; dan

4. Surat kehilangan dari kepolisian ( jika KTP-¢l hilang )

Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA

1. Telah berusia 17 Tahun , sudah kawin, atau pernah
kawin: dan

2. Folokom KK

3. Fotokopi Dokumen Perjalanan ; dan

4. Fotokopi Kartu izin tinggal tetap { pasal 16 Perpres 96/
2018 )

Penerbitan KTP-¢l Baru karena Pindah , Perubahan

Data, Rusak hilang dan Perpanjangan untuk OA

1. SKP { jika pindah datang )

2. KTP-el lama dan surat keterangan'bukti perubahan
W dan peristiwa Penting ( jika Perubahan

3. KTP-el lama (jiks perpanjangan KTP-¢l )
4, KTP-el rusak ( ika K 1Pl rusak ) ; dan
5. Surat kehilangan dari kepolisian { jika KTP-el hilang )

Untuk Penerbitan KTP-¢l Baru WNI

a. Penduduk Mengisi F-1.02;

b. Penduduk melampirkan fotokopi Kk ; dan
¢. Dinas menerbitkan KTP-¢l Bary

Untuk Penerbitan KTP-«l Baru karena Piadah,
Perubahan Data, Rusak dan Hilang untuk WNI1

a. Penduduk mengisi F-1.02;

b. Penduduk melampirkan ;

1. SKP ( jika permobonan karena pindah datang antar
kahvkota/propinsi )

2. KTl-¢ dan fotokopi suketbukti perubaban peristiwa
kependudukan  dan  peristina  penting (  jika
perubahan data ) ;

3. KTP-¢l rusak ( jika KTP-¢! rusak ); dan

4. Surat kehilangan dari kepolisian ( jika permobonan
karena hilang )




¢. Diinas menanik KTP-¢l lama ( jika perubahan data
d. Dinas menerbitkan KTl Baru
¢, Petugss Registrasi melakukan verifikasi dan validasi

data penduduk

Untuk penerbitan KTP-el Bary untuk OA

OA mengisi F-1.02

a. DA melampirkan fotokopi KK;

b. Oa menunjukkan fotokopi Dokumen perjalanan dan
fotokopi KITAP; dan

¢. Disdukcapil menerbitkan KTP-¢l,

4. Untwk penerbitan KTP-el Baro karena Pindah |
perubahan Data , Rusak hilang dan perpanjangan
untuk OA
a. OA meagisi F.1.02
b. OA melampirkan

1. SKP ( jika permohonan karena pindah datang antar
kab'kota'propinsi )

2. KTP-el dan fowokopi surat  keterangan/bukti
perubahan penstiwa kependudukan dan peristiwa
penting ( jika perubahan data )

3. KTP-¢l rusak ( jika KTP-el rusak )

4. Surat kehilangan dan kepolisian { jika permobonan
karena hilang ) ; dan

S. KTP-el lama ( jika perubahan data )

¢. Dinas menarik KTP-cl lama ( jika Perubahan data )
d. Disdukeapil menerbitkan KTP-¢!
¢. Dinas Memusnahkan KTP-¢l lama.
4. |Jangka Waktu | - 1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondis)
Penyclesaian berkas lengkap dan jaringan yang setpuma.
S, | Biaya/Tanf | Tidak dipungut biaya { Gratis )
Produk
6 | Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
7. | Sarana, Filling cabinct, almarialat tulis kantor, formulir, papan
prasarana tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
Sanutsiti SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
fasilitas printer, pesawat telepon, [uumlr. kcud&mn. nuang kerja,
m peftemuan, nang penyimpanan  arsipyuang  tunggu
K. | Kompetensi . Minimal SLTA
Pelaksana 2 Memahami persturan  Administrasi  Kependudukan,
khususnya Pendaftaran Penduduk.
Bisa mengoperasionalkan komputer

-

Kecakapan dalam berinteraksi denpan publik




5. Ketelitian dalam penenimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan

9. | Pengawasan Adanya koreksi vang berjenjang oleh Kasi Pendatasn
Internal Penduduk dan Kabid Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
- Pencrimaan berkas harus benar dan lengkap
«  Pemasukan data discsuaikan dengan data dukung
= Pengkoreksian antars input data dengan data dukung
10. | Penanganan I. Datang ke Kantor Dinss Kependudukan dan Pencatatan
pengaduan, Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
sarin, dan | 2- Telepon 082160498682
=R 3. Kotak saran
11. | Jumlah 10 Orang terdin darni :
Pelaksana = | orang penerima permohonan
- borang input data
- |omngpengagenda dan arsip
= | omng pencatat dan penyampai hasil pelayanan
= | orang korcktor dan mengatasi masalah
12. | Jaminan
Pelayanan mnhmmmhrmmﬁn:mﬁmwdm
jadwal waktu penyelesaian pembuatan Kartu Tanda Penduduk,
pelaksanaan IKM sccam berkelanjutan
13. | Jaminan l. Adanya tands terima schagai jaminan dokumen yang
keamanan dan sudah discrahlan dan penyimpanan dokumen
kesclamatan | =  Penerima Tamu di ruang Pelayanan
pelayanan
14, | Evaluasi Sccara rutin dilaksanakan setiap 1 bulan.
kinerja
pelaksana




Jenis Pelayanan : X, Penerbitan Surat Keterangan Pindab/Datang antar
Kabupaten / Kota dalam satu Provias dan aatar Proviasi

No.

KOMPONEN

URAIAN

I

Dasar Hukum

"

13.

14,

15,

16.

17.

. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan schagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
ULl Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan LU
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan,

Perpres Nomor 9% Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubshan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pencrapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional.

Perpres No.% Tahun 201 8 Tentang Kependudukan
Permendagn No, 18 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan  Perpres No %  mhun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaflaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

i Nomoe 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digurakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Amak ( KIA)

Permedagn  No4T0VI3287/ Dukcapil perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil,

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Pencrapan Standar
Pelayaman.

Perda Kota Tanjunghalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjungbalai.

Perds Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyclenggarman  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisss, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai,




L

Persyaratan
Pelayanan

Penerbitan surat Keterangan Pindah / Datang astar
kabupaten/ Kotas dalam satu Propinsi dan astar

Propinsi.

1. Perpindabhan WNI dalam 1 ( satu ) Kab/Kota,

a. KK wli dan Fotokopi KK ( Pasal 25 ayat (3 )
Perpres 96/ 2018 ).

b, Fotokopi KTP .

€ Surat keterangan hilang dari Kepolisian jika
KK/ KTP lama hilang

d. Dokumen atau  bukti  perubahan  peristiva
kependudukan dan  peristiwa  penting ( akta
kelahiran, akta kematian, buku Nikal/ kutipan akta
perkawinan atau akta percertian, surat keterangan
bukti pendidikan terakhir dll ).

1. Perpindahan WNI antar Kab/Kots ( Daerah Asal )
a, KK asli dan Fotokopi KK
b. Fotokopi KTP-¢l

X SKPWNI dan membawa KTP-el dan / atau KIA
untuk diganti deagan yang baru.
a  SKPWNI asli dan Fotokopi
b, KK asli
¢, KTP-el asli dan/ amau KIA

Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI

L. Perpindahan OA dalam | Kabupaten /Kota

a. Fotokopi KK

b. FotoKopi KTP-¢l

¢ Fotokopi dokumen Perjalanan; dan

d. Fotokopi kartu win tinggal tetap (Pasal 27 ayat (2)
Perpres 96 / 2018 ).

1. Perpindahan OA antar Kabupaten /Kota { dacrah
asal )

Fotokopi KK

Fotokopi KTP-cl

Fotokopi dokumen Penjalanan ; dan

Fotokopi kartu tzin tinggal tetap ( Pasal 27 ayat { 2)

Perpres 96 / 2018 ),

Y. SKFP dan membawa KTP-¢l dan/astan KIA wntuk
diganti dengan yang baru
a. SKP asli dan Fotokopi
b, KTP-el dan /atau KIA asli

Br e

Perpindahan Penduduk OA 1TAS dalam NKRI

I. Perpindahin OA dalam Kabupaten/Kota

a. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal,

b. Fotokopi dokumen Perialanan; dan

¢. Fotokopi kartu tzin tinggal terbatas, { Pasal 27 ayat ( 3)
Perpres 96 / 2018,




2. Perpindahan OA antar Kabupaten /Kotal Dacrah
Asal )

a. Fotokopi surat Keterangan tempal tinggal;

b. Fotokopi dokumen Perjalanan; dan .

¢. Fotokopi kartu lzin tinggal terbatas ( Pasal 27 ayat ( 3)
Perpres 96/ 2018,

3. SKP dan membawa SKTT untuk diganti deagan
yang baru
a. SKP asli dan Fotokopi
b. SKTT asli dan Fotokopi

3.

Sistem,
dan Prosedur

Penerbitan surat keterangan Pindah / Datasg antar
kabupaten/ Kota dalam satu Propiosi dan antar

Propinsi.

I. Perpindahan WNI dalam 1 { satu ) kabupaten/ Kota

a. WNI mengisi F-1.03

b. WNI melampirkan fotokopi KK

¢ Dalam hal penduduk menumpang KK, Menyewa
rumah , kontrak dan kost peru menyerahkan surat
pernyataan tidak keberatan dan pemilik rumah,

d. Apabila kepala keluarga dan sclurub anggots keluarga
pindah, maka dinas mencrbitkan KK dengan nomor
KK tetap;

¢. Dalam hal kepala keluarga tidak pindah , maka dinas
menerbitkan kk dengan Nomor KK tetap;

f. Dalam hal kepala keluarga pindah namun anggota
keluarga tidak pindah |, maka dinas menerbitkan KK

g Dalam hal anggots keluarga tidak yang tidsk pindah
dan tidak memenubi sysrat menjadi kepala keluarga
karena menumpang;

h. Dinas menarik KTP-¢l dan atau KIA bagi penduduk
yang pindah dan mengganti KTPel dan‘atau KIA
dengan alamat baru.

L Dinas memusnahkan KTPel dan/ atau KIA alamat
lama; dan

J. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah
dengan alamat yang bar.

Catatan :

4. Tudak perlu diterbitkan SKPWNI

b. Untuk pelsysnan online/daring , persyaratan yang
discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

2. Perpindaban WNI antar Kabupaten/Kota ( dserah
Asal )z

a. WNI mengisi F-1.03;

b. WNI melampirkan fotokopt KK;

€. Dinas menerbithan KK dengan nomor KK tetap apabila




kepala keluarga tidak pindah;
kepala keluarga pindah namun anggota keluarga tidak
pindah;

c. Dalam hal scluruh anggota kelvarga masih berusia
dibawah 17 thun tdak pindah , maka diperlukan
kepala keluarga yang telah dewasa, solusinya adalah
ada saudara yang bersedia pindah menjadi kepala
keluarga didalam  keluargas ini  atau  anak-anak
dimaksud dititipkan pada karty keluarga saudaranya
vang terdeksl dengan membual suml pernyataan
bersedia menjadi wali;

{ Dinas mencrbitkan SKPWNI bagi penduduk yang
pindah, dan

g Dinas tidak menank KTP-cl dan/ atan KIA penduduk
yang pindah, karena KTP el dan‘atau KIA ditarik
didaerah Tujuan.

Catatan;
Untuk pelayanan online/daring . penyaratan yang
discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Y. SKPWNI dan membaws KTP-el dan /atan KIA

untuk diganti dengan yang baru.

a. WNI menyerahkan SKPWNI;

b. Dalam Hal WNI menumpang KK.nenyewa numnah,
Kontrak dan Kost perlu menyerahkan surat pernyataan
tidak keberatan dari pemilik rumah ditempat layanan
tujuan;

€. WNI menyerahkan KTP-¢l dan/atan KIA alamat lama
untuk diterbitkan K TP-el dan/atau KIA dengan alamat
baru ; dan

d. Dalam hal WNI secara factual sudah berada didacrah
tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas tujuan
membantu komunikasi melalul media clektronik antuk
pengurusan  SKP dengan  Disdukcapil dacrah asal
dilengkapi dengan:

1. WNI mengisi F-1.03

2. WNI melamprikan fotokopl KK

3. Dalam hal WNI tidsk dapat melampirkan KK,
maka WNI dapat mengisi F-1.03 secara
dengan meminta informasi NIK dan No KK ke
dinas daerah tujuan ., Dinas dacrah  Tujuan
melakukan  pencarian  dat  melalui SIAK
konsolidasi untuk mengetahui NIK dan No KK.

4. Dinas Dacrah tujuan membuat surat permohonan
kepada Disdukcapil dacrah asal agar melakukan
penerbitan SKPWNI,  permobionan  ini dengan
melampirkan F-1.03  (  surst  permobonan
schagaimana template terlampir ),

e. Dinss Menerbitkan KTP-el dan/ atau KIA dengan
alamat baru.

[ Dinas memusnahkan KTP-cl dan / atan KIA alamat
farma,




1. Perpindahan Pendudok OA ITAP Dalam NKRI
I. Perpindahan OA dalam | Kabopaien /Kota

a. OA mengisi F-1.03;

b. OA melampirkan fotokopi fotokopi KK, KTP-l,
Dokumen Perjalanan dan KITAP,

¢. Dalam hal OA menumpang KK , menyewa rumah |
kontrak dan kost perlu menyerahkan surat
pemyataan tidak keberatan dari pemilik rumah;

d. Dinas menarik KTP-¢l dan / atsu KIA bagi OA
yang pindah dan mengganti KTP-cl dan /atau KIA
dengan alamat baru!

¢. Dinas memusouhkan KTP-¢l davatau KIA alamat
lama; dan

£ Dinas menerbitkan KK bagi OA yang pindah
dengan alamal barw

Catatan ; Tidak perlu diterbitkan SKP

1. Perpindahan OA antar Kabupaten/Kota ( Dacrah
Asal )
a  OA mengisi F-1.03;
b, OA melampirkan fotokopi KK KTP-cl, dokumen
Perjalanan dan KITAP.
Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang Pindah, dan
d. Dinas tidak menarik KTP-el dan /atau KIA OA
vang Pindah | karena KTP-el dan' atau KIA di tark
didaerah tujuan

n

L)
~

Pindah Datang OA antar Kabupaten /Kota

{ Daerah Tujuan ):

a. OA menyerah SKP

b. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah,
kontrak dan kost perlu menyerahkan surat
pemyataan tidak keberatan dani pemilik rumah
ditempat layanan tujuan;

¢. OA menycrahkan KTP-¢l dan/atau KIA alamat
lama untuk diterbitkan KTP-¢l danvatau KIA
dengan alamat baru; dan

d. Dinas memusnahkan KTP-¢l dan/ stan KIA alamas
lama.

). Perpindahan Penduduk OA ITAS dalam NKRI

I. Perpindahan OA dalam | Kabupaten/Kota

a. OA mengisi F-1,03;

b, OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan
dan KITAS;

¢. Dinas hal OA menumpang KK, Menyewa rumah,
kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan
tidak keberatan dari pemilik ramab;

d. Dinas menarik SKTT bagi OA yang pindah dan




mengganti SKTT dengan alamat baru; dan
¢. Dinas menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan
alamat baru.

Catatan : Tidak Perlu diterbithan SKP

L. Perpindahan OA antar Kabupaten/Kota

a. OA mengisi F-1.03;

b. OA melampirkan fotokopi SKTT, Dokumen Perjalanan
dan KITAS ( ditambah ),

¢. Dinas menerbitkan SKP bagi OA yang Pindah; dan

d. Dinas tidak menank SKTT OA vang Pindah, karena
SKTT ditank didacrah Tujuan.

X, Pindah Datang OA antar Kabupaten'Kota ( Dacrah
Tujuan )

a. OA menyerahkan SKP

b. Dalam hal OA menempati rumah orang lain, kontrak
dan kowt perly menyerahkan surt pemyataan tidak
keberatan dart pemilik rumah; dan

¢. OA menyerahkan SKTT alamat lama untuk diterbitkan

SKTT dengan alamat baru,
Jangka \I:’-.i.tu = 1 (saty) han kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi
penyclesaian berkas lenghap dan jaringan yang sempurna.
Biaya‘tan{l’ Tidak dipungut biaya { Gratis )
Produk Surat Keterangan Pindah
Pelayanan
Sarana, Fillmg cabinet, almarialat twls kantor, formulir, papan
prasarana tulis,fasilitas pengolshan data, penyimpanan data (database),
dan/atau SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
Eailitas printer, pesawat telepon, faximile, kendaran, nuang kerja,
nang pericmuan, fuang penyimpanan arsipruang funggu
tamu.
Kompetensi 1. Minimal SLTA
Pelaksana 2. Memahami persturan  Administrasi  Kependudukan,
khususnya Pendaftaran Penduduk.
3, Bisa mengoperasionalkan komputer
4. Kocakapan dalam berinteraksi dengan publik
5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
Pengawasan Adanya koreksi vang berjenjang olch Kasi Perpindahan
Internal Penduduk dan Kabid Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas

. Pencrimasn berkas harus benar dan lenghap
= Pemasukan data discsuaikan dengan data dukung
= Pengkoreksian antars input dats dengan data dukung




I. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

10. | Penanganan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjunghalai
pengaduan, 2. Telepon 082160498682
sarun, dan | 3. Kotak saran
masukan
11, | Jumlah lﬂDmngu-rdn-idm
Pelaksana | orang pencrima permohonan
« O orang inpul data
= | orang pengagenda dan arsip
= | orang pencatat dan penyampai hasil pelavanan
= | orang korektor dan mengatasi masalah
Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan
12. | Jaminan jadwal waktu penyelesaian pembuatan Surat Kelerangan
Pelayanan Pindah, pelaksanaan |KM sccara berkelanjutan
. Adanya tanda terima schagai jaminan dokumen yang
13. | Jaminan sudah discrahkan dan penyimpanan dokumen
keamanan dan | 2. Penerima Tamu di ruang Pelayanan
keselamatan
pelayanan
14. | Evaluasi Secara rutin dilaksanakan setiap | bulan.
Ii‘ ¥




Jenis Pelayanan : 4. Penerbitan Kartu Identitas Anak ( KIA )

No,

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

Vo

1.

1

13,

14

15.

16.

17

IX.

. Undang- Undang No. 9 Talhun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang: Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan schagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
U Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan,

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Kartu
Tands Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudokan,
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturun Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pencrapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor [nduk Secara
Nasional.

Perpres No.%6 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

. Permendagn No, I8 Tahun 2019 Tentung Peraturan

Pelaksanaan  Perpres No%  tabun 2008 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.
Nomor 9 Tahun 2011 Temtang Pedoman

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.

1 No, 2 Tabun 2016 tenatng Kartu ldentitas
Anak ( KIA )
Permedagri  No 470713287/ Dukcapil perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.
Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Pencrapan Standar
Pelayanan,
Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 wentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjunghalai.
Perda Kota Tanjunghalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggarnan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.
Perwako Tanjunghalsi Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.




r-.'h

Persyaratan
Pelayanan

Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru untuk Anak

WNI

a. Fotocopi kutipan akta kelahiran dan  menunjukkan
kutipan akta kelahiran aslinya

b. KK ashi erangtua‘walt; dan

¢ KTP<l asli orang wa' wali ( pasal 3 avmt 2
Permendagri 2/ 2016 untuk anak usis 0-5 thun kurang
I hari )

d. Foto Anak berwarna ukuman 2x3 schanyak 2 ( dua)
lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 ( satu ) hani. (
pasal 3 ayat 3 Permendagn 272016 untuk usia S Tahun-
17 Tahun kurang 1 hari

Syarat Koadisi hilang/rusak dan pindab datang

a. Mclampirkan surat kehilangan dan kepolisian ( untuk
KIA hilang ). pasal 4 permendagri 2 /2016 )

b. Melampirkan KIA rusak ( Untuk KIA rusak ) ; pasal §
Permendagri 2 /2016,

¢. Melampirkan SKPLN orang tuanya ( untuk anak WNI
vang baru datang dar luar Negeni ) SKDLN dicatatkan
dalam database tidak diterbitkan; dan

d. Mclampirkan SKFP ( untuk penggantian karena pindah
datang dalam wilaysh NKRI ) pasal 6 permendagei 2 /
2016,

L Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru untuk Orang

Asing {ON)

a. Fotocopy paspor dan ITAP

b. KK asli orangtua/'wali; dan

¢. KTP-cl asli kedua orangruanya’wali ( pasal 8 syat |,
Permendagri 272016 untuk anak usia (-5 tabun kurang
| hari 0,

d. Foto Anak berwama ukuran 203 schanyak 2 lembar
untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hani ( pasal § ayat 3
permendagn 22016 untu anak usia 5-17 Tahun kurang
| hari ).

Syarat kondisi Hilang/Rusak dan Pindah Datang;

a. Melampirkan surat kehilangan dan kepolisian ( untuk
KIA hilang ) ; ( pasal 10 Permendagri 22016 ).

b. Melampirkan KIA rusak { untuk KIA rusak dan; ( Pasal
11 Permendagr 22016 ).

. Melampirkan SKP (untuk penggantian karena pindah
datang); ( pasal 12 penmendagri 22016 ).

Sistem,
mckanisme,
dan Prosedur

I

Penerbitan Karto Identitas Anak Baru untuk Anak

WXL

a. Penduduk mengisi F1.O2 pendoduk  tdak  perlu
menyerahkan KK dan KTP ¢l orang tua, karena
sudah mengisi F1-02.

b. Penduduk melampirkan  fotokopi  kutipan  akta
kelahiran: dan

¢. Dinas menerbitkan KIA bary




Catatan :

a2 Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari §
Tahun adalah sampai anak berusia 3 tahun,

b. Masa berlaku KIA untuk anak $ tahun adalsh sampai
anak berusia 17 Tahun kumang satu han ( pasal 7
permendagri 22016 ).

¢ Unmk pelayanan online’daring , persyaratan yang
discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Svarat Kondisi hilang/rusak dan pindah datang

a. Pemohon mengiti FLO2 pemohon tidak perlu
menycrahkan KK dan KTP —¢l omangtua, karena sudah
mengisi F1-02.

b. Pemohon melsmpirkan ash surat kehilangan kepolisian
( jika KIA hilang );

¢. Pemohon melampirkan KIA rusak { jika KIA rusak )

d. Pemohon melampirkan SKPLN orangtuanya { untuk
anak WNI yang baru datang dariluar negeri )

c¢. Pemobon melampirkan SKP ( untuk penggantian
karena pindah datang dalam wilayah NKRI dan;

. Dinas menerbitkan KIA baru

g Dinas memusnahkan KIA lama

Catatan ;

a. Masa berlaku KIA baru entuk anak kurang dari § tahun
adalah sampai anak berusia $ Tahun,

b, Masa berlaku KIA untuk anak 5 Tahun adalah sampai
anak berusia 17 Tahun kurang satu hari ( pasal 7
permendagn 272016 ).

1. Penerbitan Kartu ldentitas Anak Baru wntuk Orang

Asing (OA )

a. Pemohon mengisi FI1-02 Pemohon tidak perlu
menyerahkan KK dan KTP-¢l orngiua karena sudah
mengisi F1.02

b. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi
ITAP yang dimohonkan; dan

¢. Dinas menerbitkan KIA baru

Catatan

a Masa berlaku KIA anak orang Asing tdak sama
dmpnidqlinﬂl!lmpmugum}:{ 9
permendagri 22016 ),

Syarat koodisi Hilang/Rusak dan Pindah Datang;

o Pemohon mengisi F1.O2 Pemohon tidak perlu
menyerahkan KK dan KTP-¢l orangtua karena sudah
mengisi F1,02.

b. Pemohon tidak perlu menyerahkan fotokopi paspor dan
fotokopi ITAP yang dimohonkan;

¢. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian
( jika KIA hilang ).

d. Pemohon melampirkan KIA rusak ( jika KIA nsak )

c. Pemobon melampirkan SKPFLN omngruanya ( untuk
anak OA yang Baru datang dari luar negeri ).




f Pemohon melampirian SKP (untuk penggantian karena
pindah datang dalam wilayah NKRI ); dan

g [inas menerbitkan KIA baru

h. Dinas memusnahkan KIA lama

Catatan,
a ‘hlmhuhh:lithmakmn;ﬁm;nmdmmiﬁn

tinggal tetap oramgtuanya ( pasal 9 permendagri

22016)
i Jangka Waktu | - | (satu) hari Kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam koodisi
< | penyelesaian berkas lengkap dan jaringan yang sempuma.
5. | Biayataniff Tidak dipungut biaya ( Gratis )
Produk
6. | Pelayanan Kartu Identitas Anak
Filling cabinet, almanialat twlis kantor, formulir, papan
7. | Sarana, tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
prasarana SIAK, Aplikasi Afis, janngan komnikasi data, computer,
dan/atay printer, pesawat telepon, faximile, kendaraan, ruang kerja,
fasilitas fuang periemuan, fuang penyimpanan arsipuang  hmggu
tamu,
_ I, Minimal SLTA
8. | Kompetensi | 2. Memahami peraturan  Administrasi  Kependudukan,
Pelaksana khususnya Pendaftaran Penduduk.
3. Bisa mengoperasionalkan computer
4.  Kecakapan dalam berinteraksi dengan publik
5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Kceberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
Adanya korcks) yang berjenjang oleh Kasi ldentitas Penduduk
9. | Pengawasan | dan Kabid Pendaftaran Penduduk dan Kepals Dinas :
Internal = Penerimasn berkas harus benar dan lengkap
= Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung
- Pengkoreksian antars input data dengan data dukung
1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatastan
10. | Penanganan Sipil JI. MT. Haryooo no. 64 Tanjunghalsi
pengaduan, 2. Telepon 082160498682
saran, dan | 3. Kotk saran




10 Orang terdiri dari :

11. | Jumlah = | omng penerima permohonan
Pelaksana - 6 omng input data
« | orang pengagenda dan arsip
- | orang pencatat dan penyampai hasil pelayanan
- | orang korektor dan mengatasi masalah
) Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan
12. | Jaminan jadwal waktu penyelesaian pembuatan Karu Identitas Anak,
Pelayanan pelaksanaan IKM secara berhelanjutan
) . Adanya tanda terima scbagai jaminan dokumen yang
13, | Jaminan sudah discrahkan dan penyimpanan dokumen
keamanan dan | 2. Penerima Tamu di nung Pelayanan
keselamatan
pelayanan
14. | Evaluasi Secara rutin dilaksanakan setiap | bulan.
kinerja




Jenis Pelayanan : 5. Pencatatan Biodata Penduduk

No

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

L&

9.

10.

13.
14,

15,

16,

17.

I8,

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemenintahan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
ULl Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,

. Undang-undang Nomor 25 Tabun 2009 Tentang

Pelayanan Publik.

Pi* Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi K

Perpres Nomor %Tlhm’ﬂll?mmTﬂ:{Zul
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No, 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubshan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Karty
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan,
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Karmu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional.

Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan
Permendagri No.1§ Tabun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Perpres No9% thun 2018 Tentang
Persyamtan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

1 Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.
Permendagn Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,

Permendagn No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak { KIA )

Permedagni NoATV13287  Dukeapil perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan. dan Pencrapan Standar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjunghalai Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjunghalai,

Perda Kot Tanjunghalai Nomor 4 Tahun 2012 wentang
Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjunghalai.




2. | Persyaratan I. Pencatatan Biodata WNI dalam Wilayah NKRI
Pelayanan o Surat Pengantar ( Asli) dani rukun tetanges dan rukun
warga atay kepals Linghungan.
b. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa kependudukan
dan Peristiwa Penting: dan
¢. Fotokopi Bukti Pendidikan terabhir ( Pasal 4 Perpres
2672018 ).
2. Pencatatan Hiodata WNI di luar Wilayah NKRI
a. Fotokopi dokumen Perjalanan republic Indonesia
b. Surat keterangan yang menunjuk domisili;
€. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiva kependudukan
dan Peristiwa Penting: dan
d. Fotokopi Bukti Pendidikan terakhir. ( Pasal 7 Ayat( 1)
Perpres 96/ 2018 ).
3. Pencatatan Biodata Orang Asing ( OA )
a. Fowkopi Dokumen Perjalanan ; dan
b, Fotokopi kartu irin tinggal terbatas atau izin tinggal
tetap
( Pasal 6 ayat ( 1) Perpres 96/ 2018 )
3. | Sistem,
mekanisme, 1. Pencatatan Biodata WNI dalam Wilayah NKRI
dan Prosedur a. WNI mengisi F1,01,
b. WNI menycrahkan surat pengantar RT/RW ( tidak
diperiukan untuk anak yang baru lahir dengan orang
a yang sodah  terdaflnr  dalam  database
hependudukan §;
¢. WNI menverahkan fotokopi dokumen atau bukii
peristiwa  Kependudukan dan peristina  penting (
scperti paspor,  surat keterangan lahir  dan
RS PuskesmasKlinik ),
d. WNI menyerahban fotokopi bukti pendidikan terakhir (
jajah )
c. Apabila huruf c dan hurul d tidak dimiliki, maka WNI
mengisi F.1.O4 surat pemyataan Gidak memiliki
Dokumen kependudukan.
. WNI menverahkan sural pemyataan ( ashi) tidak
keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang
KK, menyewa rumah, kontmk dan kost.
g Dinas menerbitkan biodata dalam hal biodata diminta
oleh penduduk Donas memberikan biodatanya,
Catatan
Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/
difoto untuk diunggah harus aslinya
1. Pencatatan Biodata WNI di lsar Wilayah NKRI

a. WNI mengisi F.1.01 ;

b. WNI menyerahkan fotokopi dokumen Perjalanan
Republik Indonesia ( Paspot/SPLP );

¢. WNI menyerahkan surst keterangan yang menunjuk
domisili ( surat keterangan dari instansi berwenang ),

d WNI  menyermhkan fotokopi  bukti  penstiwa
kependudukan ( surat keterangan lahir );




¢. WNI menyerahkan fotokopi bukti pendidikan terakhir (
ijajah ), dan

{ Petugas menycrahkan surat  pemberitabuan  NIK
{ F.1-10 ) dan biodata

Catatan :
Untuk pelayanan online/ daring persyaratan  yang
discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Y. Pencatatan Biodata Orang Asing ( OA )

a. OA mengisi F.1.0 ;

b. OA menyerahkan  folokopl  dokumen perjalanan
( paspor )

€. OA menyerahkan fitokopi KITAS atau KITAP; dan

d. Dinas menerbitkan Biodata dalam hal biodata diminta
oleh OA, Dinas memberikan Biodatanya,

Jangka Waktu | . I {satu) han kerja sampai 3 (tiga) han kerja dalam kondisi
penyelesaian berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.
Biayatariff | Tidak dipungut biaya ( Gratis )
Produk
Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk

Filling cabinet, almarialat twlis kantor, formulir, papan
Sarama, tulis fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
prasarana SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
dan/atau printer, pesawat telepon, fnl.'rl!ile. kendarman, nuang kerja,
Gasilitas ruang periemuan, ruang penyimpanan arsipsuang tunggu
> . . Minimal SLTA

ompetensi Memahami  peraturan Administrasi  Kependudukan,

Pelaksana khususnya Pendafiaran Pendoduk.

3. Bisa mengoperasionallan Komputer

4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan publik

5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan

6. Keberanian untuk menolak berkas yvang kurang atau salah

7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan

Adanya korchsi yang berjenjang oleh Kasi Pengolahan dan
Internal dan Kepala Dinas

= Penerimaan berkas harus benar dan lenghap
= Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung
= Pengkorcksian antara input data dengan dats dukung




I. Datang ke Kantor Dinas K dan Pencatatan

10. | Penanganan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjunghalai
pengaduan, 2. Telepon 082160498682
saran, dan 3‘. Kotak saran
masukan
lﬂﬂnnglﬂduidm
i1, | Jumlah 1 orang pencrima permohonan
Pelaksana = 6 omang input data
= | orang pengagenda dan arsip
= | orang pencatat dan penyampai hasil pelayanan
« | orang korektor dan mengatasi masalah
- Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan
12. | Jaminan jadwal waktu penyelesaian Pencatatan  Biodata
Pelayanan Penduduk, pelaksanaan IKM secara berkelanjutan
) 1. Adanya tanda tenima schagai jaminan dokumen yang
13, | Jaminan sudah discrahkan dan penyimpanan dokumen
keamanan dan | 2. Pencrima Tamu di ruang Pelayanan
hesclamatan
pelayanan
14. | Evaluasi Secara rutin dilaksanakan setiap 4 bulan,
kineri




Jenis Pelayanan : 6. Penerbitan Surat Keterangan Perpindahan Penduduk WNI
Keluar Wilayah NKRI

KOMPONEN

URATAN

Dasar Hukum

L e

13.
14

I5.

17.

I8

. Undang- Undang No. 9 Tabun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dserah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan schagaimana telsh diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrast
Rependudukan,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No, 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional,

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
wmwmmm&s«m

Pt'l]'lfﬂ No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

. Permendagn No, I8 Tahun 2019 Temtang Peraturan

Pelaksanaan  Perpres No9%6 tahun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

- Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir

dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagn Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pencrbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu [dentitas
Anak ( KIA )

Permedagri  No470/13287/ Dukcapil perihal  Jenis
layanan, Persyaratan  dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Temtang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan,

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjunghalai,

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kema Dhinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Taniunghalai.




ra

Pelayanan

Menerbitan  Perpindahan  Pendudok WNI  Keluar
wilayah NKRI

a KK ;dan
b. KTP-¢l
( Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/ 2018 )

Penerbitan  Perpindahan  Penduduk WNI  keluar

wilayah NKRI

a. WNI mengisi F.103 ;

b. WNI menyerahkan KK.KTP-¢l dan/atau KIA kepada
Dinas

¢ Dinas menyerahkan SKPLN;

d. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan
nomor KK tetap apabila kepala keluarga tidak pindah;

¢. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK bary apabila
kepala keluarga pindah namun anggota keluarga tidak
pindah; dan

. Dalam hal seluruh angpota keluarga masih berusia
dibawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan
kepala keluarga vang telah dewasa, solusinya adalah
ada saudara yang bersedia pindah menjadi kepala
keluarga didalam  Keluarga ini atany  anak-mmak
dimaksud dititipkan pada kartu keluarga saudaranya
yang terdekat dengan membust surst pemyataan
bersedia menjadi wali.

Catatan :

WNI yang telah pindah dan berstatus menctap diluar
ncgeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik
Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya
( Pasal |8 ayat (3) UL 23/ 2006 ).

Jangka Waktu
penyelesaian

I (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi
berkas lenghkap dan jaringan yang sempuma.

Biays/tanfl

Tidak dipungut biaya ( Gratis )

Produk
Pelayvanan

SKPLN

dan/atau
fasilitas

Filling cabinet, almarialat tulis kantor, formulir, papan
tulis fisilitas pengolahan data, penyimpanan data (datahase),
SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
printer, pesswat telepon, faximile, kendaman, nuang kerja,
::.a pertemuan, mang penyimpanan anipruang lunggu




Minimal SLTA

o =

¥. | Kompetensi Memabami  peraturan  Administrasi  Kependudukan,
Pelaksana khususnya Pendaftaran Penduduk.
3. Bisa mengoperasionalkan komputer
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan publik
5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permobonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam membenkan solusi persyaratan
Adanya koreksi yang berjenjang oleh Kasi Pindah, Kabid
9. | Pengawasan PudaﬁanMukdmﬂmhﬂm
Intermal Pencrimaan berkas harus benar dan lenghap
= Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung
- Pengkoreksian antara input data dengan data dukung
I. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
10. | Penanganan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
pengaduan, 2. Telepon 0821 6M986K
saran, dan | 3. Kotak saran
masukan
10 Orang terdin dan :
1. | Jumlah = | orang penerima permohonan
Pelaksana « 6 orang input data
- 1 orang pengagenda dan arsip
- 1 orang pencatat dan penyampai hasil pelayanan
= 1 omng korcktor dan mengatasi masalah
_ Adanya brosur yang benisi tentang persyaratan, prosedur dan
12. | Jaminan jadwal waktu penyclesaian pembuatan surat keterangan pindah
Pelayanan ke Luar Negeni , pelaksanaan IKM secam berkelanjutan
) I. Adanya tanda terima scbagal jaminan dokumen yang
13, | Jaminan sudah diserahkan dan penyimpanan dokumen
Keamanan dan | 2. Penerima Tamu di ruang Pelayanan
keselamatan
pelayanan
Secara nitin dilaksanakan setiap | bulan,
14, | Evaluasi
kincrja




Jenis Pelayanan : 7. Penerbitan Perpindahan Penduduk WNI Datang dari

Luar Negeri

Na,

KOMPONEN

URAIAN

l-l-

Dasar Hukum

1. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah .

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan scbagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tshun 2013 tentang Perubahan

atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

K

J. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

4. PP Nomor 37 Tahun 2007 temtang Pelaksanaan UU
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,

5. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tats Cana
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6. Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional,

7. Perpres Nomeor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres po. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Karnu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependadukan.

B, Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
Tentang Pengrapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor
Induk Secara Nasional.

9. Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

10. Permendagn No,i8 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan  Perpres No.9% tahun 2018 Tentang
Persyarstan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

1. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulie
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

12. Permendagni Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomot
Induk Kependudukan Secara Nasional.

13. Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kantu [dentitas
Anak ( KIA )

14. Permedagn  No 470013287/ Dukcapil  perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

15, Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Penerupan Standar
Pelayanan.

16. Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjungbalai.

17. Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 wentang
Penyclonggarman  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

I8. Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjunghalai.
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Pelayanan

. Perpindaban Pendoduk WNI datang dari Luar

Negeri.

a Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
b. SKPLN dari Dinas atay SKP dari Perwakilan Republik
Indonesia ( Pasal 28 ayat ( 4 ) Perpres 96/ 2018,

Pendaftaran bagi Orang Asing ITAS Datang dari
Luar Wilayah NKRL

a Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
b. Fotokopi Kartu w2in tinggal terhatas ( Pasal 28 aym
( 5)Perpres 96/ 2018 )

mekanisme, dan

. Perpindahan Penduduk WNI datang dari Luar

Negeri

a. WNI mengisi F.1.03;

b, WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI /
SPLP,

¢. WNI menyernhkan SKDIN dari Disukcapil ( yang
pernah diterbitican ) atau SKP dari perwakilan RI atau
SPNIK atau surat permyatsan |, dan

d. Dinas menerbitkan /‘mengaktifkan KK, KTP«l dan
KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI

Catatan :

WNI yang datang dan luar negeri wajib melaporkan

tndau?pmyl kepada instansi pelaksana paling limbat

gwww:m 19 ayat (1) LU
- )

2 Pendaftaran bagi Orang Asing ITAS Datang dari

Luar Wilayah NKRL

a. OA mengisi F.1.03;

b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan
ITAS.

¢. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah,
kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pemyataan
tidak keberatan dan pemilik rumah; dan

d. Dinas Dukespil kabkots mencrbithan SKTT dengan
masa berlaku sesuai ITAS

Catatan:

OA wajib melaporkan kepada isntansi pelaksana paling
lambat 14 han scjak diterbitkan ITAS schagai dasar
penerbitan SKTT ( Pasal 20 ayat (1) UL 23 /2006 )

Jangka Waktu
penyelesaian

| (satu) hari herja sampai 3 (tiga) hari Kerja dalam
kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempuma.

Bayatan(T

Tidak dipungut biaya ( Gratis )




6. | Produk SKDLN
Pelayanan
Filling cabinet, almariala tolis kantor, formulo, papan
7. | Sarana, tulis fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
prasarana SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
dan/atay printer. pesawat telepon, faximile. kendaraan. ruang kerja.
fasilitas fUang PCremuan, ruang pemyimpanan arsipruang  tunggu
Larmu.
_ I. Minimal SLTA
8. | Kompetens] 2. Memahami  persturan  Administrasi  Kependudukan,
Pelaksana khususnya Pendaftaran Penduduk.
3. Bisa mengoperasionalkan komputer
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan publik
5. Ketelitian dalam berkas
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kumang atau
salah
7. Terampil dalam membenkan solusi persyaratan
Adanys koreksi vang berjenjang oleh Kasi  Identitas
9. | Pengawasan Penduduk, Kabid Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas :
Intermal = Penerimaan berkas harus benar dan lengkap
= Pemasukan data discsuaikan dengan data dukung
= Pengkoreksian antara input data dengan data dukung
1. Datang ke Kantor Dinas Kependuduhan dan Pencatatan
10. | Penanganan Sipil JL. MT. Haryono to. 64 Tanjungbalai
pengaduan, 2. Telepon 082160498682
saran, 3. Kotak saran
masukan
10 Orang terdiri dan :
1. | hunlah = | orang penerima permohotian
Pelaksana = Gorang input data
= | orang pengagenda dan arsip ,
= | orang pencatat dan penyampai hasil pelayanan
= | orang korekior dan mengatasi masalah
N . Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan
12. | Jaminan Jadwal wakt penyelesaian pembuatan  sural
Pelayanan Pindah Datang ke Luar Negeri , pelsksansan IKM secara
berkelanjutan
13. | Jaminan 1. Adanya tanda terima scbagai jaminan dokumen vang
keamanan sudah discrabkan dan penyimpanan dokumen
keselamatan 2. Pencnima Tamu di nuang Pelayanan
pelayanan
14, | Evaluasi Secara rutin dilaksanakan setiap 1 bulan.




Jenis Pelayanan : 8 Pencatatan Akte Kelahiran

No,

KROMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

!‘J

1.

12.

13

14,

1S.

16,

17.

. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 24 Tahun 20135 tentang Perubahan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan,

Perpres Nomor 96 Tuhun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Perpres No, 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Sccara Nasional,

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan,
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional,

Perpres No.96 Tahan 2018 Tentang Kependudukan

. Permendagri No, I8 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanzan  Perpres No96 tahun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaflaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

t Nownor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Temtang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak ( KIA )

Permedagri  NodTO13287/ Dukcapil perihal  Jenis
layaman, Persyaratan  dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Pencrapan Standar
Pelayanan,

Perda Kota Tanjunghalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peranghat Dacrah Kota Tan

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjusgbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi scra
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.




A

Persyaratan 1. Pencatatan Kelahirnn WNI Dalam Wilayakh NKRI

Pelayanan a Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu rumah wkit/
Puskesmas/ fasilita kesehatan / doktenbidan atau surat
keterangan kelahiran dari Nakhoda Kapal lautkapten
pesawat terbang, atau dari kepala desa urah jika lahir
dirumah / tempat lain antara lain : kebun, sawah
angkutan umum,

b. Fotokopi buku nikah/ kutipan akte perkawinany/ bukti
lain yang sah:

. Fotokopi KK dimana penduduk terdaflar atau akan di
daftarkan schagai anggots keluarga,

d. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak
diketahui asal usulnya’ keberadaan omng tuanya.

e. Penduduk dapat membuat SPTIM kebenaran data
kelahiran dengan mengisi F2.03 dan 2 ( dua) orang
saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
huruf a.

f. Penduduk dapat membuat SPTIM kebenaran schagai
pasangan suami-istn dengan mengisi F.2.04 dan 2 (
dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan
schagaimana huruf b,

2. Pencatatan kelahiran OA
a. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah
sakit/puskesmas/ fasilitas keschatan’ dokter'bidan,
surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal lauy
kapten pesawat terbang, atsu dani kepala desa/ lurah
Jika Ishir dirumah/tempat lain antara lain kebun sawah,
angkutan umium.
b. Fotokopi buku nikah/ kutipan akte perkawinan/ nukti
lain vang sah;
Fotokopi Dokumen perjalanan;

d. Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap
atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan;
€. OA dapat membuat SPTIM kebenaran data kelahiran
dengan mengisi F.2.03 dan 2 ( dua) orng saksi, jika
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a;

. OA dapat membuat SPTIM kebenaran sebagal
pasangan suami istn dengan mengisi F.2.04 dan 2
{ dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan

P

schagaimana huruf b,
5'ﬂli_ﬂﬂ_- 1. Pencatstan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI
mekanivme, & WNI mengisi formulir F.2.01.

b. Untuk pelayanan secars OfMline/tatap muka,
persyaratan surat keterangan kelabiran yang diserahkan
berupa fotokopi bukan asti ( ashi hanya diperlihatkan ).

c. [Dinas tidak menank surat keterangan kelahiran asli,




d. Untuk pelayanan online/danng persyaratan yang
discan/difoto untuk diunggah harus aslinya,

¢. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data
yang tercantum dalam formulir F.2.01,

f.  WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-cl saksi ,
karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir
F2.0l.

g Dinas mencrbitkan kutipan akta kelahiran,

2. Pencatatan kelahiran OA
a. OA mengisi formulir F.2.01
b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan
surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa
fotokopi bukan asli ( asli hanya diperlihatkan ),
Dinas tidak menarik surat keterungan kelahiran asli
d. Untuk pelayanan online /daring , persyaratan yang
discan/difoto untuk diunggah harus aslinya
e. Fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk
verifikasi data yang tercantum dalam formulir F.2.01.
f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi,
karena identitasnya sudah tercantum dalam formulis
F2.0I.
g Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran

"

Pemohonan (pendaftaran masuk)
g

Kepala scksi kelahiran (verifikasi)
4

Operator Admin (Proses)
!

Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
4

Kepala Dinas (Tandatangin)
J

Akte Kelahiran

Janghka Wakiu
Penyclesaian

= | (sutu) han kerja sampai 3 (tiga) hani kega dalam kondisi
berkas lengkap dan jaringan yang sempuma.

Biaya ! Tanif

Rhusus untuk kutipan akte kelahiran bagi usia diatas 18 tahun
dikenaksn sanksi administrasi dengan biaya Rp.100.000,.
{seratus ribu rupiah)




Produk = Akte Kelahiran
6. | Pelayanan - Surat Keterangan
Fillmg cabinct, almarialat tulis kantor, formulir, papan
7. | Sarana, tulis fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
prasarana SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi dats, computer,
danv/atau printer, pesawat telepon, faximile, kendaraan, ruang kerja,
fmsilitas fuang periemuan, ruang penyimpanan arsipruang tunggu
. 1. Minimal SLTA
8. | Kompetensi | 2. Memahami  peraturan  Administrasi  Kependudukan,
Pelaksana khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Bisa computer
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan public
5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
Adanya korcksi yang berjenjang oleh Kasi Kelahiran, Kabid
9. | Pengawasan Pelayanan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas
Internal = Pencrimaan berkas harus benar dan lengkap
- Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung
= Pengkorcksian antara input data dengan data dukung
1. Datang ke Kantor Dinas Kependodukan dan Pencatatan
10. | Penanganan Sipil JL. MT. Haryono no, 64 Tanjungbalai
pengaduan, 2. Telepon 082160498682
sarun, dan
masukan
1) Orang terdin dari :
1. | Jumlah - Jorang PNS
Pelaksana - K orang Tenaga Honorer
’ Adanya brosur yang berisi tentang persyamatan, prosedur dan
12. | Jaminan jadwal  waktu penyelesaian,  pelaksanaan  IKM  secan
Pelayanan berkelanjutan
3. | Jumingn Diwujudkan dalam kualitas peoses layanan dan produk layanan
' mymgdihﬁmgukhpﬂugumhﬂlmdi&hn;
REN—» tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat,
keselamatan
tepat dan santun,
pelayanan
14, | Evaluasi
kinerja Sccam rutin dilaksanakan setiap 1 bulan.




Jenis Pelayanan : 9. Pencatatan Lahir Mati
No. | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum | |. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

b

13.

14.

I5.

16.

17.

Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan schagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UL Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,

Undang-undang Nomor 2§ Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi K

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional,

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Perpres Nomor 67 Tiahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional.

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang K

y ependuduban
. Permendagn No,IRB Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksansan  Perpres No% tahun 2018 Tentang

Persyaratan  dan Tata cam Pendaftaman Penduduk dan
Pencatatan Sipil,

. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir

dan Buku Yang Digunakan Dalum Pendaftarsn Penduduk
dan Pencatatan sipil,

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.
Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu dentitas
Anak { KIA )

Permedagri NoA70VI3287/ Dukcapil perihal Jenis
layanan, Pensyarstan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjunghalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peranghat Dacrah Kota Tanjungbalai,

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenpgarnan Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil,

Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sema
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai,




Persyaratan
Pelayanan

B

Peacatatan Lahir Mati

a.

b.

C.

Fotokopi surat keterangan Lahir mati, yaitu dan rumah
sakitPuskesmas/ fasilitas keschatan/dokterbidan, surst
keterangan lahir mati dari Nakhoda kapal lautkapten
pesawat terbang, atau dari kepala desa/Lurah jika Lshir
mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah,
angkutan umum ; atau

Permyataan dani orang tus kandung atau wali bagi vang
tidak memiliki surat keterangan lahir mati ;

Fotokopi Orang Tua.

Sistem,
dan Prosedur

a
hl

€.

. Pencatatan Lahir Mati

WNI mengisi Formulir F.2-01,

Untuk Pelayanan sccara online/tatap muka, persyaratan
surat keterangan lahir mati yang diseralikan berupa
fotokopi bukan asli ( ashi hanya diperlihatkan).

[nas tidak menank surat keterangan lahir mati asli.

d. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi dats

€.

f.

yang tercantum dalam Formulie F.2.01.

Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang
discan/difisto untuk diunggah harus aslinya,

WNI tidak perly melampirkan fotokopi KTP-¢l saksi,
karena identitasnya sudah tercantum dalam formulis
F.lol.

g Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Petugas pelayanan menyerahkan kutipan akta
pencatatan sipil kepada pemohonan (Pecatatan lahir

mati).

Pemohonan (pendaftaran masuk)
4
Kepala seksi kelahiran (verifikasi)
i
Operator Admin (Proses)
4
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
4
Kepala Dinas ( Tandatangan)

)
Pencatatan Lahir Mati




4. | Jangka Waktu | - | (satu) ban kerja sampai 3 (tiga) han kerja dalam koodisi
Peny elesaian berkas lenghap dan jaringan yang sempuma.
5. | Biaya/Tanf | Tulak dipungut biaya ( Gratis )
6. | Produk
Pelayanan Kutipan Akta
= Surat Keterangan
7. | Sarana,
prasarana Filling cabinet, almarialat tulis kantor, formulir, papan
dan/atay tulis, fasihitas puunlah.m data, penyimpanan data (database),
fasilitas SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
printer, pesawat tclepon, ttxm:ile, lmdunn, ruang kerja,
TUATE PETICMUAN, fUang penyimpanan arsipruang Wnggu
tamu.
8 | Kompetensi
Pelaksana 1. Minimal SLTA
2. Memahami  peraturan  Administrsi  Kependudukan,
khususnya bidang pelavanan pencatatan sipil.
3. Bia mengoperasionalkan computer
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan public
5, Kewelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salsh
7. Terampil dalam memberikan solasi persyaratan
9. | Pengawasan
Internal Adanys koreksi yang berjenjang oleh Kasi Kelahiran dan
thidﬁhymdm?ﬂummﬁiﬁidmﬂcplhﬂim:
- Penerimaan berkas harus benar dan lengkap
= Pemasukan data discsusikan dengan data dukung
- Pengkoreksian antara input data dengan data dukung
10, | Penanganan
pengaduan, . Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
saran, dan SlpiIJLMT Haryono no. 64 Tanjungbalai
han 2 Telepon BR21 60498682
1. | Jumlah 11 Orang terdin dan
Pelaksany - Jorang PNS
- Romng Tenaga Hosorer
12, | Jaminan
Pelayanan Adanya brosur yang berisi tentang persyamtan, prosedur dan
jadwal  waktu penyelessian, pelaksanaan  IKM  secama
berhelanjutan
13, | Jaminan
keamanan dan | Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan
kesclamatan | yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
pelayanan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat,
tepat dan santun.
14, | Evaluasi Secara rutin dilaksanakan setiap | bulan.
kinerja




Jenis Pelayanan : 10, Pencatatan Akta Perkawinan

No,

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

r

12

13,

14,

15.

16.
17.

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 twentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan schagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
U Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi K

Perpres Nomor 96 Tabun 2018 Tentang Tata Camn
Pendaftarun Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Petpres no, 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudokan,
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atss Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional

Perpres No.96 Tahiin 2018 Tentang Kependudukan

. Permendagri No, 18 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanaan  Perpres No.% tahun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

i Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaflaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak { KIA )

Permedagri  NoAT0VI3287/ Dukcapil perihal  Jenis

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Pencrapan Standar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjunghalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjunghalai.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil,

Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Medudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungyi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.




e

Persyaratan
Pelayanan

1. Pencatatan Perkawinan WNI dalam wilayah NKRI

a

b
<
d
€

f

Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan
dari pemuka Agama atau penghayat kepercay san
terhadap Tuhan yang maha Esa;

. Pas Photo berwarma suami dan istri;
. KTP-<l Ashi

KK Asli;

. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan

fotokopi akta kematian pasangannya; atau
Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan
fotokopi akta percermian

2. Pencatatan Perkawinan Orang Asing di wilavah NKRI

a

=p o

moen

Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan
dari mhmmm}nw

Fotokopi dokumen I"elj:al.lmn

Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi

KTP-cl Asli

KK Asli; dan

Fotokopi izin perkawinan dari Negara atau perwakilan
negarnya.

Sistem,
mckantsme,
dan Prosedur

Pencatatan Perkawinan WNI dalam wilayah NKRI

a

b.

c
d

WNI mengisi Formulir F2.01

Untuk pelayanan secara onlinetatap muka, persyaratan
surat keterangan perkawinan yang discrahkan berupa
fotokopi bukan Asli ( Asli hanya diperlihatkan ).
perkawinan asli.
WNI melampirkan KK asli untuk verifikasi dta yang
tercantum dalam formulir F2.01 serta untuk dilakukan
perubahan data ( status kawin ),

Untuk pelayanan Online /daring .persyaratsn yang
discan/difoto untuk diungpah harus aslinya.

WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi
k:r;rlu idenititasnya sudah tercantum dalam formulir
Ukuran posfoto 4x6 suami istri schanyak | lembar
Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan , KTP ¢l
dengan status kawin dan KK yang sudaly
dimutakhirkan datanya,

Dinas memusnahkan KTP-¢l asli yang lama.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa
perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 ahun,
dinas meminta fotokopi penetapan pengadilan tentang
Dispensasi Perkawimnan.

Apabila hasil verifikasi menunjukian bahwa suami
m:!mpm;km p-crhwmm kedua d.u. :linn m:mmu




. Dalam hal salah satu atau kedua suami istni meningal
dunis schelum pencatatan perkawinan, pencatatan
perhawinan dilahsanakan dengan memcnuhi
persyaratan berupa Surat Pemyataan Tanggung jawab
Mutlak kebenaran Data schagai Pasangan swami Ietri
( Permendagri 1082019 Pasal S0 ayat 2 ),

m. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suamij
istr1 yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat,
dapat dilaksanakan dengan surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak Percernian belum Tercatat
( Permendagn 1082019 pasal S0 ayat 4).

n. Dalam Hal pencatatan perkawinan Penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa, surat
keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan vang maha Fsa
dan Organisas) yang terdaftar pada kementerian yang
bidang tugasnya secara teknis membina organisas
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
( Pasal 39 PP 40/ 2019).

Pemohonan (pendaftaran masuk)

4

Kepala seksi perkawinan (verifikasi)
it

Operator Admin (Proses)

0

Kasi dan Kabid Pencatatun Sipil (Paraf)
J

Kepala Dinas (Tandatangan)
4

Akta Perkawinan

2. Pencatatan Perkawinan Orang Asing di wilayah NKRI

2. OA mengisi Formulir F2.01

b. Untuk pelayanan secara ofllinctatap muka ,
persyaratan surat heterangan perkawinan yang
diserahkan berupa fotokopi bukan Asli ( asli hanya
diperlihatkan )

€. Dinas tidak menarik surat keterangan Perkawinan Ashi

d. Untuk pelayanan online/Daring , persyaratan yang
discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.

e Tidak diperlukan melampirkan fotokopi KTP-cl 2 saksi
karena identitasnya sudah tercantum dalam formulic
F.2.01.

I Ukuran pasphoto 4x6 suami dan istri schanyak |
lembar

g Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama.

h. OA menverahkan fotokopi Dokumen Perjalanan stau




fotokopi ITASSKTT atau fotokop: ITAP/KK
L Dinas menerbitkan kutipan akta Perkawinan KTP-¢l

dengan status kawin dan KK yang sudah
dimutakhirkan datanya,
4. | Jangka Wakrtu [ - | (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hani kerja dalam kondisi
Penyelesaian berkas lengkap dan jaringan yang sempurna,
5. | Blaya/ Tarif | Tidak dipungut biaya ( Gratis )
6. | Produk = Kutipan Akta
Pelsyanan = Surat Keterangan
7. | Sarana, Fﬁquﬂmn&nﬁ“tﬂhwmlmm
prasarana tulis.fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
Janfutons SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
fasilitas printer, pesawat telepon, faximile, kendaraan, nuang kera,
TUang periemuan, ruang pemyimpanan arsipouang tunggu
tamu.
E | Kompetensi I. Minimal SLTA
Pelaksana 2. Memahami  peraturan  Administrasi  Kependudukan,
Hmsusny a bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Bia mengoperasionalkan computer
4 kmkamdlhmbamhldtmmpﬂt
5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
9. | Pengawasan Adanya koreksi yang berjenjang oleh Kasi Perkawinan dan
Internal [}tnn-:im Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil dan Kepala
= Penerimaan berkas harus benar dan lengkap
= Pemasukan data discsuaikan dengan data dukung
- Pengkoreksian antars input data dengan dats dukung
10. | Penanganan - Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
pengaduan, Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
sarsn, dan | 2 Telepon 082160498652
masukan
11. | Jumlah 11 Orang terdin dan :
Pelaksana -  Jomng PNS
-__Borang Tenaga Honorer
12. | Jaminan Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, peosedur Jdan
Pelayanan jadwal  waktu penyelessian, pelaksansan IKM  secara
berkelanjutan
13 | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan
keamanan dan | yang didukung olch petugas yang berkompeten dibidang
keselamatan | tugasnya dengan perilaku pelsysnan yang terampil, cepat,
pelayanan tepat dan santun.
14, | Evaluasi Secara natin dilaksanakan setiap | bulan.
kinerja
pelaksana




Jenis Pelayanan : 11, Pembatalan Perkawinan

N,

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

!'-l

13,

14,

15.

16,

17,

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 temang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah |

Undang-undang Nomor 23 Tabun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UL Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudokan,

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanasn UU Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi K

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tabun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Sccara Nasional.,

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrupan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan,
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Persturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
:cnn:anmuFmdudukBﬂhuuNnmrludukS-mn
Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan
Permendagri No, I8 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan  Perpres No.9%6 thun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Foemulie

dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak ( KIA )

Permedagri  No 470713287/ Dukcapil  perihal  Jenis
layanan, Persyaratan  dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan,

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai,

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Admimistrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil,

Perwako Tanjunghalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai,




2. | Persyaratan I. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pelayanan 2. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap;
b. Fotokopi kutipan akta perkawinan;
. KTP-¢l Asli; dan
d. KK Asli.
3. | Sistem, I. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
mekanisme, . WNI mengisi formulir F.2.01,
dan Prosedur

b. Untuk pelaysnan socara offline/ tatap muka ,
persyaratan salinan putisan yvang berkekuatan hukum
Ictap yang diserahkan berupa fotokopi bukan Asli { asli
hanya diperlihatkan ).

Dinas Tidak menarik salinan putussn asli

WNI melampirkan KK asli untuk verifikasi data yang

tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk ditakukan

peruhahan data ( status perkawinan kembali
kescbelumnya ).

¢. Untuk pelayanan online /daring . persyaratn yang
discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya,

. Tidak periu melampirkan fotokopi KTP-¢l 2 saksi
karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir
F-201.

g Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK asli
dan KTFP ~¢l asli yang lama.

h. Dinas memusnahkan KTP-cl asli vang lama.

Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan

perkawinan , K 1<l dan KK baru dengan status

perkaw inan yang sudah dimutahirkan datanya,

BN

Pemohonan (pendaftaran masuk)
8
Kepala seksi perkawinan (verifikasi)
!
Operstor Admin (Proses)
0
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
4
Kepala Dinas (Tandatangan)

i
Surat Pembatalan Perkawinan




4. |Jangka Waktu | - | (satu) han kerja sampai 3 (tiga) han kerja dalam kondisi
Penyclesaian berkas lenghap dan jaringan yang sempurma,
5. | Biaya/Tanf | Tidak dipungut biaya ( Gratis )
6. | Produk = Surat Keterangan
Pelayanan
7. | Sarana,
dan/etans tulis, fasilitas pmsnlahan data, pmyimm data (database),
fasilitas SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
printer, pesawal telepon, faximile, kendarsan, ruang kerja,
ruang pertemuan, ruang penyimpanan anipuang tunggu
tamu.
E. | Kompetensi
Pelaksana 1. Minimal SLTA
2 Memahami peraturan  Administrasi  Kopendudukan,
khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Bua mengoperasionalhan computer
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan public
5. Ketelitian dalam ! berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
9. | Pengawasan
Internal Adanya korchsi yang betjenjang oleh Kasi Perkawinan dan
Perceraian, Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil dan Kepala
Dinas:
= Penerimaan berkas harus benar dan lengkap
»  Pemasukan data discsuaikan dengan data dukung
= Pengkoreksian antara input data dengan data dukung
10, | Penanganan
pengaduan, I. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
saran, dan Sipil JL. MT, Haryono no. 64 Tanjungbalai
il 2. Telepon 082160498682
11, | Jumlsh
»  Jorang PNS
= B orang Tenaga Honorer
12. | Jaminan
Pelayanan Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan
jadwal waktu  penyelesaian, pelaksansan  IKM  secam
berkelanjutan
13. | Jaminan
keamanan dan | Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layasnan
kesclamatan | Y#ng8 didukung olch petugas yang berkompeten _dibid:':;
pelayanan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat,
tepat dan santun,
14, | Evaluasi
kincrja Sccara rutin dilaksanakan setiap | bulan,




Jenis Pelayanan : 12 Pencatatan Perceralan

No.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

e

12

13.
14,

IS,

6.

17.

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemenntahan Dacrah |

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubshan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi K

Perpres Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 16 Tahun 2009 tentang Penerapan Karty
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional,

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan,
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pencrapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional,

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan
Permendagn No, I8 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksansan  Perpres No%  whun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil,

Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.,
Permendagn Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pencrbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomos Induk
Kependudukan Secara Nasional,

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak ( KIA)

Permedagni No4TOV13287/ Dukeapil perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan Pendaftaran
Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Pencrapan Standar
Pelayanan,

Perda Kota Tanjunghalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perungkat Dacrah Kota Tanjungbalai,

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

I8. Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjunghbalai.




1

Persyaratan

b,

r

J

Pelayanan I. Peancatatan Perceraian.

a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap,
b. Kutipan akta perkawinan Asli.
¢. KTP-asli; dan
d KK asli
3. | Sistem,
mehanisme, I. Pencatatan Perceraian,
dan Prosedur a. WNI mengist Formulir F-2 .01

Untuk pelayanan offline Aatap muka persyaratan
salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap yang discrabkan berupa fotokopi
bukan asli ( asli hanya diperlihatkan ).
Dinas tidsk menank salinan putusan asli

WNI mealmpirkan KK asli untuk verifikasi data yang
tercantum dalam formulir F.2.01 serta untuk dilakukan
perubahan data ( status perkawinan menjadi cerai
Hidup ).

Untuk pelayanan online/'daring , persyaratan yang
discan/difoto untuk diunggah harus aslinya,

Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-¢l 2 saksi
karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir
F-2.01.

Dinas menarik Kutipan akta perkawinan ashi, KK asli
dan KTP asli yang lama.

Dinas memusnahkan KTP —¢l asli yang lama.

Dalam hal pemohon tidak dapat menycrahkan kutipan
akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan,
pemohon membuat surat persyaratan ( SPTIM ) yang
menyatakan kutipan akta perkawinan tidak memiliki
dengan alasan sesuai dengan hetentuan peraturan
perundang-undangan.

Dinas menerbitkan kutipan aka Perceraian , KTP-el
dan KK haru dengan status perkawinan yang sudah
dimutakhirkan datanya.

Pemohonan (pendaftaran masuk)
4
Kepala seksi perkawinan (verifikasi)
J
Dperator Admin (Proses)
|
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
g




Kepala Dinas (Tandatangan)

0
| Pencatatan Perceraian

4. | Jangka Waktu | « 1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi
Penyclesaian berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

S. | Biaya/ Tanf | Tidak dipungut biaya ( Gratis )

6. | Produk = Kutipan Akta
Pelayanan - Surat Keterangan -

7. | Sarana, Filling cabinet, almarialal tulis kantor, formulir, papan
daniatats SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
fusilitas printer, pesawat tclepon, faximile, kendaraan, ruang kerja,

m perfemnuan, ruang penyimpanan arsipsuang tunggu
E. | Kompetensi 1 !-:lhirml SLTA
Pelaksana 2 Mﬂnlham{ peraturan Admunistrasi | Kependudukan,
khususaya bidang pelayanan pencatatan sipil
3. Bisa mengoperasionalkan computer
4. K dalam berinteraksi dengan public
5. Ketelitian dalam pencrimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyarstan
9. | Pengawasan Adanya korcksi yvang berjenjang oleh Kasi Perkawinan dan
Internal Perceraian, Kabid Pelaysnan dan Pencatatan Sipil dan Kepala
Dinas:
= Pencrimaan berkas harus benar dan lengkap
- Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung
- Penghoreksian antara input dats dengan data dukung

10. | Penanganan I. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
pengaduan, Sipil JI. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
saran, dan | 2 Telepon OB2160498682
masukan

11, | Jumlah 11 Orang terdin dani :

Pelaksana - Jorang PNS
- ¥ orng Tenaga Honorer

12, | Jaminan Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, proscdur dan
Pelayanan jadwal waktu penvelesasian pembuatan Kartu  Keluarga,

pelakeanasn [KM secar berkelanjutan

13, | Jaminan Diwujudian dalam kualitas proses layanan dan produk layanan
keamanan dan | yang didukung olch petugas yang berkompeten dibidang
keselamatan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, copat,
pelavanan tepat dan santun,

14. | Evaluasi Secara rutin dilaksanakan setiap | bulan.
kincrja




Jenis Pelavanan : 13, Peacatatan Pembatalan Perceraian

No.

KOMPONEN

URAIAN

Pasar Huokum

13,

14

15.

16.
17.

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedus stas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah |

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan scbagaimana telah diubah
dengan UU Nomaor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UL \mmr 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
[ 4

y Undln;-mhn; Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Temtang Penerapan Karu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penerupan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional.

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan
Permendagri No,I8 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan  Perpres No96 tahun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

. Permendagri Nomor 19 Tabun 2010 Tentang Formulir

dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagnn Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pencrbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.

Permendagn No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak ( KIA )

Permedagri  No 470013287/ Dukeapil peribal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan,

Perda Kota Tanjungbalay Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

18, Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 temtang

Kodudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera
Tota Kerja Dhinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.




L

Pelayanan 1. Pencatatan Pembatalan Perceraian

a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang metnpunyal
kekuatan hukum tetap;
b. Kutipan akta Percernian Asli
c. KTP-<l; dan
d. KK Asli
3. | Sistem,
mekanisme, | 1. Pencatatan Pembatalan Perceraian
dan Prosedur a. WNI mengisi F-2.01

b. Untuk pelayanan secarn offline/tatap muka ,
persyaratan xalinan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan
berupa fotokopi bukan Asli ( asli hanya diperiihatican )

¢. Dinas tdak menank salinan putusan asli.

d. WNI melampirkan KK asli untuk verifikasi data yang
tercantum dalam formulie -2,0] serta untuk dilakukan
perubahan data ( status kawin kernbali menjadi kawin)

¢. Untuk pelayan online/daring , persyaratan yang discan
Idifoto untuk diunggah harus alinya.

£ Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-¢l 2 saksi
karena identitasnya sudah tercantum dalam formuli
-2,01.

g Dinas menark hutipan akta perceraian asli, KK asli
dan KTP-¢l Asli yang lama.

h. Dinss memusnahkan KTP-¢l asli yang lama.

I Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan
percernian, kutipan akta perkawinan kedua, KTl
dan KK baru dengan status perkawinan yang sudsh
dimutakhirkan datanya,

Pemobonan (pendaftaran masuk)

|
Kepala seksi perkawinan (verifikasi)
i
Operator Admin (Proscs)
|
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
g
Kepala Dinas (Tandatangan)
]

Pencatatan Pembatalan Perceraisn




4. |Jangka Waktu | - | (satu) han kerga sampai 3 (tiga) hani hena dalam kondis:
Penyelesatan berkas lengkap dan jaringan yang sempuma.
S. | Baaya/Tanf | Twdak dipungut haya ( Gratis )
6. | Produk - Kutipan Akta
Pelayanan - Surst Keterangan
7. | Sarana,
dan/atay tulis.fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
fasilitas SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
printer, pesawst tclepon, faximile, kendaraan, ruang kerja,
m pertemuan, ruang penyimpanan arsipruang tunggu
& | Kompetensi
Pelaksana 1. Minimal SLTA
2. Memahami peraturan  Administrasi  Kependudukan,
khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil
3. Bisa } compiter
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan public
5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
9. | Pengawasan
Internal Adanya koreksi vang berjenjang oleh Kasi Perkawinan dan
:min.ﬂlhi! Pelayanan dan Pencatatan Sipil dan Kepala
nas:
- Penerimaan berkas harus benar dan lenghap
- Pemasukan data discaumikan dengan data dukung
= Pengkorcksian antara input data dengan data dukung
10. | Penanganan
pengaduan, 1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
pr— & Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
O o 2. Telepon 082160498682
11 | Jumlah
= 3 orang PNS
- 8 orang Tenaga Honorer
12. | Jaminan
Pelayanan Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, proscdur dan
jadwal waktu penyelesaian  pembuatan Kartu  Keluarga,
pelaksanasn IKM secara berkelanjutan
13. | Jaminan
keamanan dan | Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan
kesclamatan | yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
pelayanan tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat,
tepat dan santun.
14, | Evaluas
kinerja Sccara rutin dilaksanakan setiap | balan.




Jenis Pelayanan : 14, Peacatatan Kematian

No.

KOMPONEN

URAIAN

I-u-

Dasar Hukum

Va

1.

12

13.

14,

1.

16.

17.

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedus atas Undang. Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebapaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubshan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administras
Kependudukan.

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No, 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Karu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tabun 2009 Tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudulkan.
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
P:mhrm?endﬂukﬂﬂmhﬂmmdukm

Ftl'ptn No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan
Permendagri No, 18 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan  Perpres No96  mbun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaflaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Temtang Formulic

Pﬂmmﬂmﬂhhm“ull Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu ldentitas
Anak ( KIA )

Permedagn  No470/13287/  Dukcapil perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Tekmis Penyusunan, Penctapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjunghalai.

Perda Kota Tanjunghbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjunghalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.




Pelayanan

I'

Pencatatan Kematian dalam wilayah NKRI

a. Fotokopi surat kematian dani dokter atau kepals
DesaLurah,

b. Fotocopy KK dan KTl pelapor

€. Surat keterangan kepolisian hagi kematian scscorang
yang tidak jelas identitasnya,

d. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang
tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati
tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surmt kematian
dan perwakilan R1 bagi penduduk yang kematiannya di
Luar wilayah NKRI;

Sistemn,
dan Prosedur

Pencatatan Kematian dalam wilayah NKRI

a. WNI mengisi F-2.01.

b. OA mengisi formulir F-2.01.

€. Untuk pelayanan offline'tatap muka , persyaran surat
kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan Ash
{ Asli hanya diperhihatkan ).

d. Dinas Tidak menarik surst kematian Asli,

WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data

vang tercantum dalam formulir F-2.01.

. Untuk pelayanan online/daring persyaratan vang discan
Mifoto untuk diunggah harus aslinya.

g WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-<l
saksi, karena identitasnya sudah tereantum dalam
formulir F-2.01.

h. OA menyerahkan fotokopi doumen perjalanan atau
fotokopi ITAS /SKTT atau fotokopi ITAP /K TPl

L WNI buikan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen
perjalann Rl yang meninggal dunia.

J. Pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak
atau ahliwaris tetapi dapat juga dilaporkan oleh
keluarga lainnya, termasuk ketua RT.

k. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan
data base kependudukan | kutipan akta keimatian
diterbitksn tanpa NIK,

L Dinas menerbitkan kutipan akta kematian.

Pemohonan (peadaftaran masuk)
J
Kepala seksi Kematian (verifikasi)
4
Operator Admin (Proses)
4
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
i}
Kepals Dinas ( Tandatangan)




0

Pencatatan Kematian

4. |Jangka Wakw | - | (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kena dalam kondisi
Penyslesion berkas lenghap dan jaringan yang sempuma.
'S. | Diaya/ Tanf | Tidak dipungut biaya ( Gratis )
6. | Produk = Kutipan Akta
Pelayanan - Surat Keterangan
7. | Sarana,
prasarana Filling cabinet, almarialun tulis kantor, formulir, papan
danvatan tulis, fasilitas pengolshan data, penyimpanan data (database),
fasilites SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
printer, pu-:ulllulqnn.fnmﬂlc.knﬂmmmhu]i.
ruang periemuan, ruang penyimpanan arsipruang tunggu
tamiu.
B | Kompetensi
Pelakzana I. Minimal SLTA
2. Memahami  peraturan Administrasi  Kependudukan,
khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Bisa mengoperasionalkan computer
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan public
S.  Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
9. | Pengawasan
Intemal Adanya koreks) yang berjenjang oleh Kasi Kematian, Kabid
Hhmdmhmmﬁmldmkmhﬂhm
Penerimaan berkas harus benar dan lengkap
- Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung
= Pengkoreksian antara input data dengan data dukung
10. | Penanganan
pengaduan, 1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
saran, dan Sipil JL. MI. Haryono no. 64 Tanjungbalai
I 2. Telepon 082160498682
1. | Jumlsh
Pelaksana 11 Orang terdiri dari :
= Jorang PNS
- Bomng Tenaga Honorer
12. | Jaminan
Pelayanan Adinya brosur yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan
jadwal waktu penyclesaian  pembuatan  Kartu  Keluarga,
pelaksanaan IKM secara berkelanjutan
13. | Jaminan
keamanan dan | Diwujudkan dalam Kualitas proses layanan dan produk Layanan
keselamatan | yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
pelayanan tugasnya dengan periliku pelayanan yung terampil, cepat,
tepat dan santun.
14, | Evaluasi
kinerja Secara rutin dilaksanakan setiap | bulan.




Jenis Pelavanan : 15 Pencatatan Pengangkatan Anak

Na,

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

1.

13.
14,

15,

16
17.

t!;

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomeor 23 Tahun 2014
Tentang Pemenintahan Daerah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan schaguimana telah diubal
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependuduban

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi K

Perpres Nomor ﬁﬁTahm"ﬂlﬂTmTﬂ:(‘m
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Sccara Nasional.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan,
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pencrapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional,

Perpres Ne.96 Tahun 2018 Tentang K

Kependudukan
. Permendagri No, I8 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanaan  Perpres No9%  tahun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaflaman Penduduk dan
Pencatatan Sipil,

i Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.
Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu ldentitas
Anak ( KIA )

Permedagri No 470713287/  Dukcapil  peribal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaflaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Pencrapan Standar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjunghalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjungbalai,
Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjunghalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Redudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sera
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatitan Sipil
Kota Tanjunghalai.




ta
i

Persyaratan

I. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilyah NKRI

Fotokopi salinan Penctapan Pengadilan.
Kutipan akia kelahiran Anak.
Fotokopi KK orang Tua anghat; dan

enzw

1. Pencatatan Penganghatan Anak di Wilyah NKRI

a. WNLOA mengisi formulir F-2.01.

b. Fowokopi KK diperlukan untuk verifikasi dats yang
tercantum dalam formulir F-2,01.

¢. Dinas tidak menarik salinan penctapan pengadilan Asli.

d. Tidak diperlukan KTP-el saksi.Ayah kandung, ibu
kandung dan orang tua anghat, karena identitasnya
sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

¢. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak
pada register akta kelahiran dan kutipan akta
kelahiran,

Pemohonan (pendaftaran masuk)

4

Kepala schsi Perubahan Status Anak, Perwagancgaraan
dan Kematian (verifikasi)

0

Operator Admin (Proses)
|

Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
!

Kepala Dinas (Tandatangsn)

g
Pencatatan Penganghatan Anak

Jangka Waktu
Penyelesaian

- 1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi
berkas lengkap dan jaringan yang sempuma.

Biaya/ Tanf

Tidak dipungut biaya { Gratis )

Produk
Pelayanan

= Kutipan Akta
- Surst Keterangan

Sarana,

prasarana
dan/atau

fasilitas

Fillmg cabinet, almanalat tulis kantor. formulir, papan
tulis fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
printer, pesawat telepon, faximile, kendarmman, ruang kena,

nang pertomuan, nang penyimpanan  anipsuang funggu
tamu.




Kompetens:

Pelaksana 1. Minimal SLTA
2. Memahami peraturan  Administrasi  Kependudukan,
khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Bisa mengoperasionalkan computer
4, Kecakapan dalam berinteraksi dengan public
5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6.  Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyamtan
2. | Pempawasan
Internal Adanya koreksi yang berjenjang oleh Kasi Perubahan Status
Anak, Perwargancgaraan dan Kematian, Kabid Pelayanan dan
Fmswldmkrpahﬂm
Penerimaan berkas harus benar dan lengkap
- Pemasukan data discsuaikan dengan data dukung
+  Pengkorcksian antara input data dengan data dukung
10. | Penanganan
pengadusn, 1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
oo | dan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjunghalai
SR 2. Telepon 082160498682
11. | Jumlah
Pelaksana 11 Orang terdini dari ¢
= 3 ormng PNS
- X orang Tenaga Honorer
12. | Jaminan
Pelayanan Adanya brosur yang berisi tenitang persyaratan, prosedur dan
jadwal wakm penyelesaian pembuatan  Kartu  Keluarga,
pelaksanaan IKM secara berkelanjutan
13, | Jaminan
keamanan dan | Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanzn
keselamatan yang didukung olch petugas yang berkompeten dibidang
pelayanan wgasnya dengan perilaku pelayanan yang terumpil, cepat,
tepat dan santun.
14. | Evaluasi
kinerja Secara rutin dilaksanakan setiap 1 bulan.




Jenis Pelayanan : 16, Pencatatan Pengakuan Anak

Nao.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

i

12

13.

14

15,

6.

17.

(L8

. Undang- Undang No. 9 Tahun 2013 entang Perubahan

Kedus atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah |

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan schagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,

Undang-undang Nomot 25 Tabun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

PP Nomor 37 Tabun 2007 ientang Pelaksanaan UU
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan,

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres mo. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Persturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional,

Perpres No.9%6 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

. Permendagri No,I§ Talun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanasn Perpees No9%6  tahun 20018 Tentang
Persyarmtan  dan Tata cara Pendaftarnn Pendoduk dan
Pencatatan Sipil.
Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil

Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.
Permendagri No, 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak ( KIA )
Permedagri  Nod70/13287/  Dukcapil  perthal  Jemis
laydnan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.
Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Pencrapan Standar
Pelayanan,
Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjungbalai.
Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pemyclenggaraan  Administrasi  Keperdudukan  dan
Pencatatan Sipil.
Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Keduduhan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tama Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjunghalai.




e

Persyaratan
Pelayanan

1. Pencatatan Pengakuan Anak diwilayah NKRI

a.  Asli surat pemyataan pengakuan anak dani Ayah
biologis yang disetujui olch ibu kandung atau fotokopi
penctapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika
ibu kandung Orang Asing ( OA ).

b. Fowkopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan
dan pemuka agama atau penghayat kepercayan
terhadap Tuhan yang Maha Esa.

¢. Kutipan akta kelahiran anak;

d  Fotokopi KK ayah atau iby;

¢. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA.

2. Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan diluar

perkawinan yvang sah menurut hukum/ kepercayaan
terbadap Tuhan yang Maha Fsa diwilayah NKRI.

a. Fotokopi salinan penctapan pengadilan
b. Kutipan akta kelahiran.
¢. Fowkopi KK.

Sistem,
mckanisme,
dan Prosedur

1. Pencatatan Pengakuan Anak diwilayah NKRI

n WNLOA mengisi formulir F-2.01.

b. Persyaratan surat ketcrangan telah tesjadinga
perkawinan dari pemuka agama atau penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa berupa
fotokopi ( ashi hanya diperlihatkan ).

¢. Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah
terjadinya perkawinan dan pemuka agama atau
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

d. Fotokopi KK diperluka untuk verifikasi data yang
tercantum dalam formulir F-2.01,

e. Tidak perlu KTP-¢l saksi, ayah kandung dan ibu
kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam
formulir F-2.01.

f. Dinas menerbitkan registrasi akta pengakuan anak dan
kutipan akta pengakuan anak serta membual catatan
pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran
dan kutipan skta kelshiran,

2. Pencatatan Pengakuan Anak yang dilahirkan diluar

perkawinan yang sah menurul hukum/ kepercayaan
terhadap Tuhan yang Maha Esa diwilayah NKRI

a. WNI/OA mengisi formulic F-2 01

b. Fotokopi KK diperfukan untuk verifikasi data yang
tercantum dalam formulir F-2.01.

Dinas tidak menarik salinan penctapan pengadilan asli

n

d. Tidak perlu KTP-¢l saksi, Ayah kandung dan ibu




kandung karena identitasnya sudah tercantum dalm
formulir F-2.01.

¢. Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada
register akta kelahiran dan Kutipan akta kelshiran.

Pemohonan (pendaftaran masuk)

d

Kepala seksi Perubahan Status Anak, Perwaganegaraan
dan Kematian (verifikasi)

a
Operator Admin (Proses)
4
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
|
Kepala Dinas (Tandatangan)
g
Pencatatan Pengakuan Anak
Jangka Waktu | - 1 {satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi
Penyelesaian berkas lengkap dan jaringan yang sempuma.
Biaya / Tarif | Tidak dipungut buaya ( Gratis )
Produk 1= Kutipan Akta
Pelayanan |+ Surat Keterangan
Saruna, Filling cabinet, almarialat tulis kantor, formulir, papan
prasarana tulis fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (databasc),
dan/stan SIAK, Aplikasi Afis, jumpn rtumihui data, computer,
Fasilitas printer, pesawat telepon, ﬁﬁmlilq. kendaraan, ruang Kerja,
ruang pericmuan, TUang penyimpanan arsiporuang funggu
tamut.
Kompetensi 1. Minimal SLTA
Pelaksana 2 Memahami peraturan  Administrast  Kependudukan,
lul_nn:iun)i bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. bBisa : computer
4. dalam berinteruksi dengan public
§.  Ketelitian dalam pencrimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
Pengawasan Adanya koreksi yang berjenjang oleh Kasi Perubahan Status
Internal Anak, Perwargancgaraan dan Kematian, Kabid Pelayanan dan

Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas:

- Penerimaan berkas harus benar dan lengkap

- Pemasukan data discsuaikan dengan data dukung

«  Pengkorcksian antara input data dengan data dukung




I. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penanganan Sipil JI. MT. Haryooo no. 64 Tanjungbalai
pengaduan, 2. Telepon 082160498682
10: | carun, dan
maxakan
11 Orang terdin dan :
1. | Jumlah - 3 orang PNS
Pelaksana - 8 orang Tenaga Honorer
Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan
12, | Jaminan jadwal wakty penyelesaian pembuatan pencatatan pengakuan
Pelayanan Anak , pelaksanaan [KM secara berkelanjutan
) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan
13. [ Jaminan yung didubung oleh petugas yang berkompeten dibidang
Keamanan dan tugasnya dengan perilahu pelayanan yang terampil, copat,
kesclamatan | oy dan antun.
pelayanan
Secara rutin dilaksanakan setiap 1 bulan.
14, | Evaluasi :
kinerja

pelaksana




Jenis Pelayanan : 17, Pencatatan Pengesahan Anak

No.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

f-l

13

14,

13,

16,

17.

. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedus atas Undang- Undang Nomor 23 Tabun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah |

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan schagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
K ependudukan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Pendoduk dan Pencatatan Sipil.

Petpres No. 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional,

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubshan Atas
Perpres no. 26 Tahin 2009 Tentang Penerapan Karty
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk K
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pencrapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional,

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan
Permendagri No, 18 Tabun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan  Perpres No%  tahun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir

dun Duku Yang Digunakan Dalam Pendaflaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.
Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.

i No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak { KIA )
Permedagri NoAT013287/ Dukcapil perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendafiaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.
Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Pencrapan Standar
Pelayanan.
Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peranghat Dacrah Kota Tanjungbalai.
Perda Kota Tanjunghalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.
Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.




i

Pelayanan

1. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI di
Wilayah NKRI

a. Kutipan Akta Kelahiran;

b. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan
terjadinya penstiwa perkawinan agama atau
kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Exa terjadi
schelum keldhiran anak

¢. Fotokopi KK dan KTP-¢l orang tua.

2. Pencatatan Peagesaban Anak bagi Penduduk OA di
wilayah NKRL

a. Kutipan Akta Kelahiran,

b. Fotokopi kutipan akta perkawinan }mg mencranghan
terjadinya peristiva perkawinan agama
kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa terjadi
schelum kelahiran anak ;

c. Fotokopi KK orangtua; dan;

d. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Ayah atau Ibu OA.

3. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk yang
dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan
perkawinan sah meourul bukum agama atan
kepercayaan techadap Tuban yang Maha Esa di
wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

a. Fotokopi salinan Penctapan Pengadilan.
b. Kutipan akta kelahiran; dan
c. Fotokopi KK.

Sistemn,
mckanisme,
dan Prosedur

I. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI di
Wilayah NKRL

a. WNI /1 OA mengisi Formulir F-2.01,

b. Fotokopi KK diperlukan untuk venifikasi data yang
tercantum dalam Formulr F-2.01,

¢. Dinas tidak menarik Kutipan akta perkawinan asli.

d. Tidak dipertukan KTP-cl saksi karena identitasnya
sudah tercantum dalam formulir F-2.01

e. Dinas menerbithan registrasi akta pengesahan anak dan
kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan
pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran
dan Kutipan akta kelahiran.

2. [encatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk OA di

wilayah NKRL

a. OA mengisi formubir F-2.01.

b. Fotokopi KK orang tua diperfukan untuk verifikasi data
yang tercantum dalam formulir F-2.01.

¢. Dinas tidak menank kutipan akta perkawinan ashi

d. Tidak perlu KTP-cl saksi, karena identitasnya sudah
tercantum dalam formulir F-2.01.

¢. Dinas menerbitkan registrasi akta pengesahan anak dan

kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan




pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran
dan kutipan akta kelahiran.

M. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk yang
dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan
perkawinan sah meaurul hukum agama ataw

kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di
wilavah Negara kesatuan Republik Indonesis.

a. WNU OA mengisi formulir F-2.01.

b. Fotokop: KK diperlukan untuk venfikas: data
tercantum dalam formulir F-2.01.

¢. Tidak perlu KTP-l saksi, ayah kandung dan ibu
kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam
formulir F-2.01.

d. Dinas membuat catatan pinggir pengesahan anak pada
register akia kelahimn dan kutipan akta kelahiran,

Pemohonan { pendaftaran masuk)

0

Kepala seksi Perubahan Status Anak, Perwaganegaraan
dan Kematian (verifikasi)

d
Operator Admin (Proses)
{
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
|
Kepala Dinas (Tandatangan)
g
Pencatatan Pengesahan Anak
Jangka \hhu I (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondis)
Penyclesaan berkas lenghkap dan jaringan yang sempuma.
Biaya/ Tanl | Tidak dipungut biaya ( Gratis )
Produk - Kutipan Akt
Pelayanan - Surat Keterangan
Sarana, Filling cabinet, alman,alat tulis kantor, fornmulir, papan
prasarans tulis.fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
dan/ata SIAK. Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
fusilitas printer, pesawat telepon, ruhrfilc. L-.-Mmfn. ruang kerja,
rnuang pertemuan, fuang penyimpanan arsipruang tunggu
tamu
Kompetensi 1. Minimal SLTA
Pelaksana 2. Memahami  peraturan Administrasi  Kependudukan,

khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Bixa mengoperasionallin computer




4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan public

5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan

6.  Kcberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan

Adanya koreksi yang berjenjang oleh Kasi Perubahan Status

9. | Pengawasan Anak, dan Kematian, Kabid Pelayanan dan
Imernal ?umm!irpildmlﬂephl!mﬁ.
Penerimaan berkas harus benar dan lenghap
= Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung
- Pengkoreksian antara input data dengan data dukung
I. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
10. | Penanganan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjunghalai
pengaduan, 2 Telepon 082160498682
waran, dan
masukan
11 Orang terdin dan :
11. | Jumlsh - 3orang PNS
Pelaksana = B orang Tenaga Honorer
_ Adanya brosur yang berisi tentang persyartan, prosedur dan
12. | Jaminan jadwal wakiu penyelesaian pembuatan pencatatan pengesahan
Pelayanan Anak , pelaksanasn IKM secars berkelanjutan
o8 | smes Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan
' - dap | Y58 didulung oleh petugas yang berkompeten dibidang
mk""'“” tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat,
tepat dan santun,
pelayanan
. g , Secara rutin dilaksanakan setiap | bulan,
Kineri




Jenis Pelayanan : I8, Pencatatan Perubahan Nama

No.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

5

1]4

14,

15.

6.
17.

I8,

Undang- Undang No, 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah |

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan scbagaimana telsh diubah
dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
ULl Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi
Kependudukan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

P Nomor 37 Tahun 2007 temtang Pelaksanaan UL
Nomor 23  Tahun 2006 tentang  Administras
Rependudukan,

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No, 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Karty
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional,

Perpres Nomor 32 Tahin 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no, 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Karu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan,
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Penduduk Berbasts Nomor Induk Secara
Nasional,

Perpres No.9%6 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

. Permendagri No, 18 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanaan  Perpres No %  whun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaflaran Penduduk dan
Pencatatan Stpil.

Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaflaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

1 Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.
Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak ( KIA)
Permedagri  No4TOV13287/  Dukcapil  perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil,

Nomor 36 Tahun 2012, Temtang Petunjuk
Teknis Penvusunan, Penctapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan
Perda Kota Tanjunghbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjunghalai,
Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggarsan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.
Perwako Tanjunghalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Keria Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.




!‘J

Persyaratan

1. Peacatatan Perubahan Nama Peaduduk

a. Salinan Penctapan Pengadilan Negeri.
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

¢. Fotocopy KK dan KTP-cl

d. Dokumen Perjalanan bagi orang asing.

Sistem,
tl'l.'LIﬂi!ll‘l'l'i
dan Prosedur

I. Pencatatan Perubahan Nama Peaduduk

a. WNI/ OA mengisi formulis F-2.01

b. Fotokopi KK diperiukan untuk verifikasi data yang
tercantum dalam formulir F-2.01.

¢. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan
Negeri Asli.

d. Tidak perlu KTP-¢l saksi , ayah atau ibu atau wali(
bagi anak yang dibawah umur ) karena identitasnys
sudah tercantum dalam formulir  F-2.01.

¢. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada
register akta pencatatan sipil dan kutipan akta
pencatatan sipil.

Pemohonan (pendafiaran masuk)

J

Kepala seksi Perubahan Status Anak, Perwagancgaraan
dan Kematian (verifikasi)

i
Operator Admin (Proses)
g
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
4
Kepala Dinas (Tandatangan)
4

Pencatatan Perubahan Nama

Jangka Waktu
Penvelesaan

- | (satu) hari herja sampai 3 (tiga) han kerja dalam kondisi
berkas lenghap dan jaringan yang sempurma.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya ( Gratis )

Pelayanan

- Kutipan Akta
- Surmt Keterangan

dan/slau

Filling cabinct, almarialat tulis kantor, formulir, papan
tulis,fasilitas pengolahan date, penyimpanan data (database),
SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,

printer, pesawat telepon, faximile, kendaraan, ruang kerja,




fuang periemuan, ruang penyimpanan aripruang lunggu
tamu.

1. Minimal SLTA
E. | Kompetensi 2. Memahami peraturan  Administrasi  Kependudukan,
Pelaksana khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Hisa mengoperasionalkan computer
4, Kecakapan dalam berinteraksi dengan public
S. Ketelitian dalam penerimaan berkas
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
Adanya koreksi yang berjenjang oleh Kasi Perubahan Status
9. | Pemgawasan | Anak, Perwargancgaraan dan Kematian, Kabid Pelayanan dan
Internal Ftncﬂntmﬁnpﬂdmkcpﬂa[)m
Penerimaan berkas harus benar dan lenghap
- Pemasukan data disesusikan dengan data dukung
- Penghorekaian antara input data dengan data dukung
1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
10, | Penanganan Sipil JI. MT. Haryonio no. 64 Tanjungbalai
pengaduan, 2. Telcpon 082160498682
saran, dan
masukan
11 Orang terdini dari
11 | Jumlah - 3 orang PNS
Pelaksans - 8 orang Tenaga Honorer
Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan
12, | Jaminan jadwal wakts penyelesaian pembuatan pencatatan perubahan
Pelayanan Nama . pelaksanaan IKM sccara berkelanjutan
) Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan
13. | Jaminan i yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
K tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil. cepat,
esclamatan | oy dan santun,
pelayanan
Secara rutin dilaksanakan sctiap 1 bulan.
14. | Evaluasi
kinerja




Jenis Pelayanan : 19, Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Nao,

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

e

13

4.

15.

16,

17.

. Undang. Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintzhan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan scbagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 fentang Admmnistrasi
Kependudukan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan LU
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
K

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Pemcrupan Kartu
Tanda Pendoduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Sccara Nasional.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Karty
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan,
Perpres Nomot 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pencrapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional,

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

, Permendagri No, I8 Tabhun 2019 Tenmtang Peraturan

Pelaksanaan Perpres No 96 tshun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cam Pendaflaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

. Permendagn Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir

dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagn Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tands Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu ldentitas
Anak (KIA )

Permedagri No470/13287/ Dukcapil perihal  Jemis
lsyanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Penerapan Stundar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjunghalal Nomor 6 Tahun 2016 temtang
Pembentukan Perangkat Dacrsh Kota Tanjungbalai.

Perda Kot Tanjunghalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.




ta

Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNA

menjadi WNI di wilayah Negara kesatuan Republik
Indonesia.

a.

mhEanT

Fotokopi Petikan keputusan Presiden tentang
pewargancgaraan atau petikan keputusan Menteri yang

pengucapan
Kutipan Akta Pencatatan sipil Asli;
KK asli;
KTP-¢l Asli; dan
Fotokopi Dokumen Perjalanan ( Pasal 54 Perpres 96/
2018 ).

Pencatatan Perubahan status kewargancgaran WNI
menjadi WNA,

b.

<.

Fotokopi Petikan keputusan Menten yang
menyelenggarakan urusan Pemenintahan dibidang
hukum tentang perubahan status kewarganegaran ;
Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang
dimiliki; dan

Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Sustemn,
dan Prosedur

I.

Pencatatan Perubahan status kewargancgarasn WNA
menjadi WNI di wilayah Negara kesatuan Republik
Indonesis,

a
b.

il

WNI mengisi F-2.01,

WNI meyerahkan fotokopi Petikan Presiden tentang
kewarganegaraan atau fotokopi Petikan Menteri yang
menyelenggamnkan urusan pemerintahan dibadang
hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
yang (ash hanya diperlihatkan )

WNI menyerahkan fotokopi berita acara pengucapan
sumpah atau permyataan janji setia pemohon didepan
pejabat dikantor kanwil kemenkumham berupa
fotokopi bukan asli ( asli hanya diperlihatkan ),

WNI menyerahkan KK ashi dan KTP-¢l ashi, akrena
diganti dengan yang baru dan diperlukan untuk
verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01;

WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan (
Parpor ) karena aslinya sudah discrahkan kepada kantor
Imigrasi :

WNI meayerahkan kutipan Akta Pencatatan sipil ash
vang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta
Pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara Lan
karcna diberikan catatan pinggir stau surat keterangan
pelaporan perubahan status kﬂvwm

Dinas memberikan catatan pinggir pada akta
pencatatan sipil yang diterbithan Negara Indonesia (
Crioy,

Dinas memusnahkan KTP-¢l ashi yang lama;

Dinas hal akta Pencatatan sipil diterbitkan Negara lain,
Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan




perubahan status kewargancgaraan schagai pengganti
catatan pinggir pada akta Pencatatan sipil yang
diterbitkan Negara Lain ( F-2.11 )

1. Pencatatan Perubahan status kewarganegaruan WNI
menjadi WNA,

a. OA mengisi F-2.02;

b. OA menyerahkan Petikan keputusan Menteri yang
menyelenggamkan urusan Pemerintahan dibidang
hukum tentang perubahan status kewargancgaraan ( asli
hanya diperiihathan ).

¢ OA menyerahkan Dokumen Perjalanan Republik
Indonesia berupa fotokopi bukan asli (ash hanya
diperlihatian ) karena aslinya discrahkan ke imigrasi;

d. OA menyeralikan salah satu kutipan akta pencatatan
sipil asli vang dimiliki yang diterbithan Negara
Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan
olch Negara Lain ( hutipan Akta kelahiran atau Kutipan
akta Perkawinan atau kutipan akta perceraian ) karena
dmdhnkmm:unpmggnmmkﬁempn

porn perubahan status kewarganegaraan.

e Pm:hlmﬂlumhmkmmﬁmnﬂakum
ukta pencatatan sipil yang discrahkan (CP.I)
atau surat Keterangan pelaporan perubshan status
kewargancgaraan. Schagai pengganti catatan pinggir
pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan Negara lain (

211),
. Dal hal Perwakilan Rl belum dapat mencatatkan
status kewargancgaraan WNI menjadi WNA,

maka Disdukcapil kah/kota dapat mencatatian
perubahan status kewarganegaran terschut dan
memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil (
CP.11 ) atau surat keterangan Pelaporan Perubahan
status Kewarganegaraan schagai pengganti catatan
pinggir pada Akta pencatatan sipil yang diterbithan
Negara Lain ( F-211)

Pemohonan (pendaflaran masuk)

i

Kepala seksi Perubahan Status Anak, Perwagancgaraan
dan Kematian (venfikasi)

4
Operator Admin (Proses)
l
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
J
Kepala Dinas (Tandatangan)
4




Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaman

4. | Jangha Waktw | - 1 (satu) han kerja sampai 3 (tiga) han kena dalam kondisi
Penyclesaian berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.
5. | Biaya/ Tanf | Tidak dipungut biaya ( Gratis )
6. | Produk «  Kutipan Akta
Pelayanan - Surat Keterangan
7. | Sarana, Filling cabinet, almarialst tulis kantor, formulir, papan
prasarana tulis,fasilitas pengolshan data, penyimpanan data (database),
dan/stan SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
Gasilitns printer, pesawat telepon, faximile, kendaraan, niang kerja,
ruang pertemuan, nang penyimpanan ansipJsuang tunggu
Lamu.
5. | Kompetensi . Minimal SLTA
Pelaksana 2. Memahami  peraturan  Administrasi  Kependudukan,
khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Bisa mengoperasionalkan computer
4. Kecakspan dalam berinteraksi dengan public
5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
9. | Pengawasan Adanya koreksi yang berjenjang oleh Kasi Perubahan Status
Internal Anak, Perwargancgaraan dan Kematian, Kabid Pelayanan dan
Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas:
- Penerimaan berkas hanus benar dan lengkap
- Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung
- Penghoreksian antara input data dengan data dukung
10, | Penanganan 1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
pengaduan, Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjunghalai
saran. dan | 2= Telepon 082160498682
masukan
11. | Jumlah 11 Orang terdiri dani :
Pelaksana - Jorang PNS
- S omng Tenaga Honorer
12. | Jaminan Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan
Pelayanan jadwal wakiu penyelesaian pembuatan pencatatan perubahan
status  kewargancgaraan ., pelaksanaan  IKM secans
berkelanjutan
13. | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan
keamanan dan | yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
keselamatan | wgasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil. cepat,
pelayanan tepat dan santun,
14. | Evaluasi Sccara rutin dilaksanakan sctiap 1 bulan.
kincr!




Jenis Pelayanan : 20, Pencatatan Pembetulan Akta dan Penerbitan Kutipan
Kedua Akta vang hilang atau rusak,

N,

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

e

13,

14

15,

6.

17.

18,

. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah |

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentung Administrasi

Kependudukan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksansan UL
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Admimstrasi
Kependudukan,

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Artas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pencrapan Kanu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional,

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

. Permendagni No, 8 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanaan  Perpres No% tahun 2018 Tentang
Persyarutan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir

dan Buky Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penctbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Ansk ( KIA )

Permedagri No 470713287/ Dukcapil  perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Péncrapan Standar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tabun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjunghalai.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjunghalai Nomor 40 Tahun 1016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinss Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjunghalai.
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Persyaratan 1. Pencatatan Fembetulan Akt Pencatatan Sipil dengan
Pelayanan Permohonan dari subjek akta di wilayah NKRI

a. Fotokopi dokumcen autentik yang menjadi persyaratan
pembuatin Akta Pencatatan sipil ; dan

b. Kutipan ata Pencatatan sipil dimana terdapat hesalahan
tulis redaksional.

2. Pencatatan Pembatalun akta Peacatatan sipil bagi
Peaduduk.

3. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

b, Kutipan akta Pencatatan sipil yang dibatalkan; dan

¢. Fotokopi KK

3. Peacatatan Pembatalan Akta Pencatatan sipil Tanpa
melalui Penctapan Pengadilan Contrarins Actus,

a. Kutipan akta Pencatatan sipil yang dibatalkan,

b. Fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan
pembatalan;

c. Fotokopi KK; atau

d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak,

Sistemn, 1. Peacatatan Pembatalan akta Pencatatan sipil dengan
mekanisme, permohonan dari subjek akia di wilayah NKRIL
dan Prosedur

a. WNI/0A mengisi formulir F-2.01.

b. Fotokopi KK diperfukan untuk verifikas: data yang
tercantumn dalam formulir F-2.01.

¢. Dinas tidak menarik dokumen autentik yang menjadi
persyaratan pembuatan Pencatatan sipil asli,

d. Tidak perlu KTP-¢] saksi dan ayah , ibu atau wali (
bagi anak yang dibawah umur ) karena identitas saksi
dan avah , ibu atan wali sudah tercantum dalam
formulir F-2.01.

¢. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta
pencatatan sipil mengenai pembetulan akta dan
menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil serta
mencabut kutipan akta pencatatan sipil dan subjck akta

Bilama terdapat permobonan pembetulan nama, maka

pencatatunya termasuk dalam kategori pencatatan

pembetulan akta pencatatan sipil dan harus memenuhi

persyaratan.

a  Permohonan dari subjek akta atau orang lain yang
dikuasakan;

b. Fotokopi dokutmen autentik meliputi ijazah | buky
nikah, passport dli;

¢. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat
kesalahan nama,




d. Mengisi SPTIM kebenaran data dengan 2 orang saksi (
tidak perlu fotokopi K TP-¢l saksi dan

Hasil Pencatatan pembetulan nama, dinas membuat catatan
pinggir pada register akta Pencatatan sipil mengenai
pembetulan nama dan menerbithan kembali kutipan akta
Pencatatan sipil serta mencabut kutipan sipil dan subjek
akta,

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan sipil bagi
Penduduk.

a. WNI/OA formulic F-2.01

b. Fotokopi KK diperfukan untuk verifikasi data yang
tercantum dalam formulir F-2.01

¢. Dinas tidak menank salinan putusan pengadilan asli.

d. Tidak perlu KTP-cl saksi , ayah atay ibu atau wali (
bagi anak yang dibawah umur ) karena identitasnya
sudah tercantum dalam formubr F-2.01,

¢. [Dinas membuat catatan pinggir pada register akta
Pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan
sipil serta menerbithan register akta Pencatatan sipil
dan kutipan akta Pencatatan sipil sesuai dengan
putusan Pengadilan,

Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan sipil Tanpa
melalui Penctapan Pengadilan Contrarius Actus

a WNI/OA mengisi formulie F-2.01.

b. Fotokopi KK diperfukan untuk verifikasi data yang
tercantum dalam formulis F-2.01,

¢. Dinas tidak menarik dokumen pendukung yang
menguathan pembatalan asli.

d. Tidak perlu KTP-cl saksi, karena identitas saksi sudah
tercantum dalam formulir F-2.01,

c. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta
pencatatan sipil dan mencabut Kutipan akta pencatatan
sipil serta menerbitkan register akta pencatatan sipil
dan kutipan akta pencatatan sipil sesual dengan
permohonan.

Pencatatan pembatalan akta pencatatn sipil tanpa
penctapan pengadilan / contrarius actus dilakukan jika
adanya permohonan darn subjek akta atau orang lain
yang dikuasakan , dengan alasan karena dalam proses
pembuatan akta didasarkan atas keterangan yang tidak
benar dan tidak sah dan tidak ada sengheta darni para
pihak yang berkepentingan.




Petugas pelayanan menyerahkan kutipan akta pencatatan
sipil kepada pemohonan (Pencatatan Pembetulan Akt
dan Pencrbitan Kutipan Kedua Akta yang hilang atav
rusak ).

Pemohonan (pendafiaran masuk)
g
Kepala scksi Kelahiran (verifikasi)
i
Operator Admin (Proses)
4
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Pamf)
it
Kepala Dinas (Tandatangan)

0

Pencatatan Pembetulan Akta dan Penerbitan Kutipan
Kedua Akta yang hilang atau rusak

Jangka Waktu
Penyelesalan

« | (satu) hari kerja sampai 3 (Liga) hari kerja dalam kondisi
berkas lengkap dan jaringan yang semparma

Biaya / Tan{

Tidak dipungut biaya ( Gratis )

Produk
Pelayanan

= Kutipan Akta
= Surat heterungan

Sarana,
prasarana
dan/atau
fasilitas

Filling cabinet, almarialat tulis kamor, formulir, papan
tulis fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
printer, pesawat telepon, faximile, kendaraan, nung kerja,
ruang periemuan, naang penyimpanan amiprusng tunggu
tarmu.

Kompetensi
Pelaksana

Minimal SLTA

Memahami  peraturan  Administrasi  Kependudukan,
khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bisa mengoperasionalkan computer

Kecakapan dalam berinteraksi dengan public

Ketelitian dalam pencrimaan berkas permohonan
Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
., Terampil dalam memberikan solusi persyamtan

iirﬁ

-

NP e

Pengawasan
Intermal

Adanya koreksi yang berjenjang oleh Kasi Kelahirun, Kabid
Pelayanan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas:

- Pencrimaan berkas harus benar dan lenghap

«  Pemasukan data discsuatkan dengan data dukung

- Penghoreksian antara input data dengan data dukung




1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

10. | Pemanganan Sipil JL. MT. Haryono no, 64 Tanjunghalai
pengaduan, 2. Telepon OB2160498682
saran, dan
muasukan
11 Orang terdin dan ¢
1. | Jumlah - lorang PNS
Pelaksana - Rorang Tenaga Honorer
Adanya brosur yang berisi tentang persyarastan, prosedur dan
12. | Jaminan jadwal wakitu penyelesaian pembuatan pembetulan
Pelayanan akta dan Penerbitan Kutipan kedua Akta vang hilang dan rusak
» pelaksanasn IKM sccara berkelanjutan
il Divwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk lsyanan
3. | Jaminan e yang didukung olch petugas yang berkompeten dibidang
———— tugasnya dengan perilabu pelayanan yang terampil, copat,
kesclamatan tepat dan santun.
pelayanan
_ Secara rutin dilaksanakan setiap | bulan.
14. | Evaluasi
kineri




Jenis Pelayanan : 21, Surat Keterangan Penctapan Lahir Luar Negeri

KOMPONEN |

URAIAN

Dasar Hukum

id

13.

14,

15,

16,

17.

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah |

Undang-undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan LU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
[ :

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan.

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No. 26 Tahun 2009 temtang Fencrapan Kanu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomeor Induk Kependudukan,
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pencrapan Karu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional.

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

., Permendagri No, I8 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanaan  Perpres No %  tahun 2018 Tentang
Persyaratan  dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulic

dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
K Secara Nasional,

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak ( KIA )

Permedagri No470/13287/ Dukcapil perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjclasan  Pendaflaran
Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Penerupan Standar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjungbalai.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pemyelenggarsan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjunghalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi scrta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjunghalai.




L

Persyaratan

Pelayanan

A

& n

I. Surat keterangan Penctapan Lahir Luar Negeri

Fotokopi surat keterangan kelahiran dan Luar Negeri
( yaitu rumah sakit’ Puskesmas fasilita keschatan /
Kedutaan Republik Indonesia ),

Fotokopi buku nikaly kutipan akte perkawinan/ bukti
lain yang sah;

KK Asli + Fe KK

Paspot

Penduduk dapat membuat SPTIM kebenaran data
kelahiran dengan mengisi F2,03 dan 2 ( dua) omng
saksi, jika tidak memenuhi persyaratan schagaimana
huruf a.

Penduduk dapat membuat SPTIM kebenaran schagai
pasangan suami-istri dengan mengisi F.2.04 dan 2 (
dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan
schagaimana hurufb.

Sistem,
meckanisme,
dan Prosedur

Sorat Keterangan Penctapan Lahir Luar Negeri

WNI mengisi formulir F2.01,

Untuk pelayanan secara Offline/tatap muka,
persyartan surat keterangan kelshiran yang diserahkan
berupa fotokopi bukan asti  asli hanya diperlihatkan ).
Dinas tidak menank surat keterangan kelahinen ashi
Untuk pelayanan online/daring persyaratan yang
discan/difoto untuk divnggah harus aslinya.

WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data
yang tercantum dalam formulir F.2.01.

WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-l saksi ,
karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir
F.201.

Dinas menerbitkan Kutipan akta kelahiran,

Pemohionan (pendaftaran masuk)
4
Kepala scksi Kelahiman (venifikasi)
i)
Operator Admin (Proses)
g
Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)

!
Kepala Dinas (Tandatangan)




4

Akta Kelahiran
4. |Jangka Waktu |- 1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi
Penyclesaian berkas lenghap dan jaringan yang sempurna.
S, | Biaya/Tanf | Tidak dipungut biaya ( Gratis )
(6. | Produk - Surat Keterangan
Pelayanan
7. | Samana, Filling cabinet, almanialat tulis kantor, formulir, papan
dunfatans SIAK, Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
fasilitas printer, pesawat telepon, faximile, kendaraan, ruang kevja,
nang periemuan, TUang PENyNmMpanan arsipuang tunggu
tamu.
8. | Kompetensi 1. Minimal SLTA
Pelaksana 2. Memahami peraturan  Administrasi  Kependudukan,
khisusaiya bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Bisa mengoperasionalkan computer
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan public
5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
9. | Pengawusan Adanya koreksi yang berjenjang olkeh Kasi Kelahiran, Kabid
Internal hh}mmdemmmSmddmhthm
Penerimaan berkas harus benar dan lenghap
= Pemasukan dats disesuaikan dengan data dukung
- Pengkorcksian antara input data dengan dats dukung
10. | Penanganan 1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatun
pengaduan, Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
— dan | 2+ Telepon 082160498682
masukan
11, | Jumlah 11 Orang terdini dari
Pelaksana = Jorang PNS
- Borang Tenaga Honorer
12. | Jaminan Adanya brosur yang berisi tentang persyarutan, prosedur dan
Pelayanan jadwal waktu penyelesaian pembuatan surat keterangan
penctapan Lahir Luar Negeri , pelaksanaan IKM  secam
berkelanjutan
13. | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan
keamanan dan | yang didukung oleh petugas vang berkompeten dibidang
kesclamatan | tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampili copat.
pelayanan tepat dan santun.
14, | Evaluasi Secarn rutin dilaksanakan setiap | bulan,
aies




Jenis Pelayanan : 21 Surat Keterangan Penctapan Kematian Loar Negeni

No.

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

!‘-l'

13.

14,

1.

It

17

I8,

. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23  Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Ul Nomor 24 Tahon 2013 tentang Perubahan atas
ULl Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
K

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cama
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomer Induk Kependudukan
Secara Nasional,

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrupan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan,
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pencrapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional.

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

. Permendagri No,18 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanaan  Perpres No9%6  tahun 2018 Tentang
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

i Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.

Permendagri No, 2 Tahun 2016 tenatng Kartu Identitas
Anak ( KIA )

Permedagri  NoA70/13287/  Dukcapil perihal  Jenis
layanan, Pernsyaratan  dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan.

Perda Kots Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjungbalai.
Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyclenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.




!ﬂ'

Persyaratan
Pelayanan

Surat keterangan Peactapan Kematian Luar Negerl

Fotokopi surat hematian dari Luar Negen ( Rumah
sakit / dokter atau kedutaan )

KK asli « Fe KK

KTP-¢l yang Meninggal

Fe KTP pelapor

yang tidak jelas identitasnya.

Salinan penctapan pengadilan hagi sescorang yang
tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati
tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat hematian
dari perwakilan Rl bagi penduduk yang kematiannya di
Luar wilayah NKRI;

nEanET B

-

mekanisme,
dan Prosedur

Surat Keterangan Penctapan Kematian Luar Negeri

a. WNI mengisi F-2.01.

b. Untuk pelayanan ofline/tatap muka , persyaraan surat

kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan Asli

{ Asli hanya diperfihatkan ).

Dinas Tidak menarik surat kematian Asl.

WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data

yang tercantum dalam formulir F-2.01,

e. Untuk pelayanan online/daring persyaratan yang discan
/difoto untuk diunggah harus aslinya,

f. Pencatatan kematian dilaporkan tidak hanyva oleh anak
atau ahliwaris tetapi dapat juga dilaporkan olch
keluarga lainnya, termasuk ketua RT.

g Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan
data base kependudukan | kutipan akta kematian
diterbitksn tanpa NIK.

h. Dinas mencrbitkan kutipan akta kematian.

&

Pemohonan (pendaftaran masuk)
!

Kepala seksi Kelahiran (verifikasi)
!

Operator Admin (Proses)
8

Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil (Paraf)
i}

Kepala Dinas ( Tandatangan)
g

Akte Kematian




4. | Jangka Waktu | - 1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi
Penyclesaian berkas lengkap dan jaringan yang sempuma,
S. | Buaya/Tanf | Tidak dipungut biaya ( Gratis )
6. | Produk
Pelayanan = Surat Keterangan
7. | Sarana, Filling cabinct, almari,alat tulis kantor, formulir, papan
prasarans tulis. fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
P T SIAK. Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
fasilitas printer, pesawat telepon, faximile, kendaraan, ruang Kerja,
ruang periemuan, ruang PCnyimpanan arsipruang tunggu
L.
8. | Kompetensi 1. Minimal SLTA
Pelaksana 2. Memahami peratwran  Administrasi  Kependudakan,
khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil.
L3, Bisa mengoperasionalkan computer
20. Kecakapan dalam berinteraksi dengan public
21, Ketelitian dalam pencrimaan berkas
22, Keberanian untuk menolak berkas yvang kureng atau salah
23, Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
9. | Pengawasan Adanya koreksi yang berjenjang oleh Kasi Kelahiran, Kabid
Internal Pelayanan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas:
«  Penerimaun berkas harus benar dan lenghap
- Pemasukan data disesuaikan dengan data dukung
«  Pengkorcksian antara input data dengan data dukung
10, | Penanganan . Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
pengaduan, Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
—y dan 2. Telepon 082160498682
masukan
11, | Jumlah 11 Ovang terdini dan :
Pelaksana - Jorung PNS
= 8 orang Tenaga Honorer
12 | Jaminan Adanya brosur yang benisi tentang persyaratan, prosedur dan
Pelayanan jadwal waktu penyelesaisn pembustan surst keterangan

penctapan kematian Luar Negeri , pelaksanaan KM secara
berkelanjutan

13. | Jamman Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan
keamanan dan | yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang
kesclamatan | tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat,
pelayanan tcpat dan santun.

14, | Evaluasi Secara rutin dilaksanakan sctiap | bulan.
kinerja

pelaksama




Jenis Pelayanan : 23, Pencatatan Anak Yang lahic dari Perhawinan Campuran
Atan Anak Berkewarganegarnan Ganda ( ABG )

No.

KOMPONEN

URAIAN

li

Dasar Hukum

9.

10.

13
14.

15.

16,

17.

Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan schagaimana telah diuwbah
dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
LU Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

PP Nomor 37 Tahun 2007 temtang Pelaksanaan UU
Nomor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi
Kependudukan.

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No, 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Pendoduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan At
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Rependudukan.
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara
Nasional.

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan
Permendagn No, I8 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan  Perpres No% whun 2018 Tenlang
Persyaratan  dan Tata camn Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil,

. Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional.

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu ldentitas
Anak ( KIA )

Permedagri Nod70/13287/  Dukcapil  perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaflaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Pencrapan Standar
Pelayanan,

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kota Tanjungbalai,

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjungbalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependodukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjunghalai,




L]

Persyaratan

1.

Pencatatan  Anak wvang Labir dari Perkawinan

Pelayanan Campuran atan Anak Berkewarganecgaraan Ganda
(ABG)
A. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti
Pendaflaran ABG.
o Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dan
Kuntor  Imigrasi  atas  Perwakilan  Republik
Indonesia; dan
b. Kutipan Akts kelahiran Asli.
B. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI
a. Fowkop Keputusan Menteri yang
menyelenggamkan urusan Pemenntahan di bidang
Hukum tentang perubahan status kewargancgaraan
b, Kutipan akia Pencatatan sipil Asli;
¢. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI; dan
C. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA
a. Fotokopi surst Bukti Penyershan Dokumen
hewarganegaraan dan keimigrasian; dan.
b. Asli ktipan akta kelahiran.
D. Pencatatan  ABG  yang  memilih  salah  satu
kewargancgaraan.
a Fotokopi izin tinggal tetap; dan
b. Asli Kutipan akta kelahiran,
3. | Sistem, 1. Pencatatan Anak yang Lahir dari Perkawinan
mekanisme, campuran atay Anak berkewargancgaraan Ganda (
dan Prosedur ABG ).

A. Pencatatan ABG sang telah memiliki sertifikat
bukti pendaftaran ABG

1. Pemohon mengisi F-2.0] atau F-2.02;

2. Pemohon menyerahkan folokopi sertifikat bukti
pendaftaran ABG  dari kantor  imigrasi  atay
Perwakilan Republik Indonesia ( asli hanya
diperlihatkan )

3. Pemohon menyerahkan kutipan akts kelahiran
yang diterbitkan Negara Indonesia atau  akia
kelahiran yang diterbitkan olch Negara lain karena
akan diberikan catatan  pinggir atau  sumt
keterangan;

4. Dinas atau perwakilan RI membenkan catatan
pinggir pada akta kelahiran yang diterbithan
Negara Indonesia ( CP.12 )

S, Dalam hal akta kelahimn diterbitkan negara lain,
Dinas atsu perwakilan RI menerbitkan  surat
keterangan  pelaporan perubahan - status
kewewargancgaraan  schagal  pengganti  catatan
pinggir pods akta kelahiran yang diterbitkan
Negan lain ( F-2.11)

B. Pencatatan ARG vang memilih menjadi WNL
1. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02
2 WNI fotokopi petikan keputusan Menteri yang
menyelenggamkan urusan Pemerintahan dibidang




Hukum tenatng perubaban status kewargancgaran (
wsli hanya diperlihatkan ).

WNI menyerahkan fotokopi Kk bagi penduduk
WNI karena diperiukam untuk verifikasi data yang
tercantum dalam F-2.01 atau F-2 02;

WNI menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil
asli yang diterbitkan Negara Republik Indonesia
atzu Pencatatan sipil yang dntcrbitkan olch Negara
lain karena akan diberikan catatan pinggir atau
surii  keterangan  pelaporan  perubshan  status
kewargancgaraan;

Ditias atau perwakilan Rl memberikan catatan
pinggir pada akta Pencatatan sipil yang diterbitkan
Negara Indonesia ( CP.13 ).

Dalam hal akta Pencatatan sipil diterbitkan Negara
lain, Dinas stau perwakilan Rl menerbithan surm
keterangan  pelaporan perubshan status
kewargancgaraaan scbagai  pengganti  catatan
pinggir pada akta pencatatan sipil vang diterbitkan
Negara lain ( F-2.11 ).

C. Pencatatan ARG yang memilih menjadi WNA,

I
2

OA mengisi F-2.01 atau F-2.02;

. OA menyerahkan Fotokopi surat bukti penyerahan

dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian ( asli
hanya diperlihatkan )

OA menyerahkan Kutipan akta kelahiran ash yang
diterbitkan Negam Indonesia atau akta Kelahiran
pmdilnbil&m olch Negara lain karena diberikan
catatan pinggir atau surat keterangan Pelaporan
status kewasgancgaraan;

. Dinas stau Perwakilan Rl membenkan catatan

pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan
Negara Indonesia ( CP.13 ).

Dalam hal akta kelahiran diterbithan Negara lain,
dinas atau porwakilan Rl menerbitkan  surat
keterangan  pelaporan perubahan  status
Eﬂw schagai  pengganti  catatan
pnggir pada akia kelahian yang diterbitkan
Negara lain ( F-2.11 ).

D, Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu
kewarganegaraan

-
-

3.

OA mengisi F-2.01;

OA menyerahkan fotokopi tzin tinggal tetap yang (
ash hanya diperlihatian )

OA menyerahkan kutipan akta kelahiran asli yang
diterbitkan Negam Indonesia atau kata kelahiran
yang diterbitkan olch Negara lain karena akan
dibenikan catatan pinggir atau sural keterangan
pelaporan Perubahan status kewrganegarpan;
Dinas memberikan catstan pinggir pada akta
kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia (
CPrl4 )

Dalam Hal akta kelahiran diterbitkan Negara lain,
Dhinas menerbitkan surat Keterangan pelaporan

perubahan  status  kewargancgaraan  schagai |




pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan
sipil yang diterbithan Negara lain ( F-211 ).
4. | Jangka Waktu | - | (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) bani kerja dalam kondisi
I8 penyelesaian berkas lenghap dan jaringan yang sempurna,
S. | BiayataniT Tidak dipungut biaya ( Gratis )
6. | Produk Surat Keterangan Pindsh Datang
Pelayanan
7. | Sarana, Filling cabinct, almarialat tulis kantor, formulir, papan
prasarana tulis fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (daabase),
/P SIAK. Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
fusilitas printer, pesawat telepon, faximile, kendaraan, ruang kerja,
mﬂﬂﬂﬂ periemiuan, ruang penyimpanan anipruang tunggu
‘8. | Kompetensi | 1. Minimal SLTA
Pelaksana 2 Memahami  peraturan Adminitrasi | Kependudukan,
Fendaftaran Penduduk.
3. Bisa mengoperasionalkan komputer
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan publik
5. Ketelinan dalam penerimaan berkas
6. Keberanian untuk menolak berkas vang kurang atau salah
7. Terampil dalam membenikan solusi persyaratan
9. | Pengawasan Adanya koreksi vang olch Kasi Perpindahan
Internal Penduduk dan Kabid Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
= Pencrimaan berkas harus benar dan lenghap
= Pemasukan data disesuaikan dengan dats dukung
= Penghorcksian antara input data dengan data dukung
10. | Penanganan I. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
pengaduan, Sipil I, MT. Haryono no, 64 Tanjunghalai
saran, dan | 2 Telepon 082160498682
masukan 1. Kotak saran
IﬂOrmlmihdari
1. | Jumlah 1 orang pencrima permohonan
Pelaksana - b orang input dats
= | orang pengagenda dan ansip
= | orang pencatat dan penyampai hasil pelayanan
- | orang korektor dan mengatasi masalah
12, | Jaminan Adanya brosur yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan
Pelayanan Jadwal waktu penyelesalan pembuatan Surat  Keterangan
Pindah Datang , pelaksanaan IKM sccara berkelanjutan
13. | Jaminan . Adanya tanda terima schagai jaminan dokumen yang
kcamanan dan sudah discrahkan dan penyimpanan dokumen
kesclamatan | -~ Penerima Tamu di ruang Pelayanan
pelayanan
14. | Evaluasi Secara rutin dilaksanakan sctiap 1 bulan.
kinerja
pelaksana




Jenis Pelayanan : 24, Pencatatan Peristiwa Penting lainoya dan Surat
Keterangan Tempat Tinggal/ Pendataan Penduduk Rentan

Administrasi kependudukan,
No. | KOMPONEN URAIAN
I. | DasarHukum | 1. Undang- Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

i

13.
4.

15.

16

17.

I8.

Kedua atas Undang. Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemcerintahan Dacrah |

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrast Kependudukan schagaimana telah diubah
dengan UL Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras)
Kependudukan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.

. PP Nomor 37 Tahun 2007 temtang Pelaksanaan UL

Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan,

Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Perpres No, 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasiomal.

Perpres Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Perpres no. 26 Tahun 2009 Tentang Pencrapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan,
Perpres Nomaor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang
Pencrapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Secam
Nasional.

Perpres No.96 Tahun 2018 Tentang Kependudukan

. Permendagri No,I8 Tahun 2019 Tentang Peraturan

Pelaksanaan  Perpres No 96 whun 2018 Tentang
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

i Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir
dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan sipil.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional,

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tenatng Kartu ldentitas
Anak ( KIA )

Permedagri  No470/13287/  Dukcapil  perihal  Jenis
layanan, Persyaratan dan  Penjelasan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan sipil.

Permenpan Nomor 36 Tahun 2012, Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penctapan, dan Pencrapan Standar
Pelayanan.

Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peranghat Dacrah Kota Tanjungbalai

Perds Kota Tanjunghalai Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Penyclenggaman  Administrasi  Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil.

Perwako Tanjunghalai Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Keduduban, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta |




P

Tata Kena Dhnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai.

Pelayanan

1. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya bagi Penduduk
a. Fotokopi salinan Penctapan Pengadilan Negen tentang
Peristiwa Penting Lainnya;
b. Kutipan Akta Pencatatan sipil ; dan
¢. Fotokop KK.

2. Surat keterangan Tempat Tinggal/ Pendataan
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan,
2. WNI( yang bersangkutan )
b, Surat Pengantar dari kepala Lingkungan,
Desakclumhan
¢. Surat Pengantar dari OFD terkait.

meckanisme,
dan Prosedur

1. Pencatatan Peristina Peating lainoya bagi Penduduk

a. WNI /OA mengisi formulis F-2.01.

b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data vang
tercantum dalam formulir F-2.01

¢. Dinas Tidak menarik salinan Penctapan Pengadilan
Asli

d. Tidak perlu KTP-cl saksi, Ayah atau Thu atau wali (
bagi anak vang dibawah umur ) karena identitasnya
sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

¢. Dinas membuat catatan pinggir perubahan peristiwa
penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan
kutipan akta pencatatan sipil.

b

Surat keterangan Tempat Tinggal / Pendataan Penduduk

Rentan Administrasi Kependudukan

a, WNI melakukan proses Wawancara,

b, Dilakuban Proses Bio Metnk

€. Membuat Pernyataan domisili yang diketahui oleh
hepala Linghung, Kepala desakelurahan melalui
pengantar dari Dinas kependudukan dan Pencatatan
sipil

d. Mengisi Formulir F2.01

Jangkas Waktu |

Penyclesaian

= 1 (satu) hari Kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dan janingan
YANg scmpurma.

Biaya / Tanf

Tidak dipungut biaya ( Gratis )

TR

Rentan/
Produk
Pelayanan

Penduduk Rentan
a, Penduduk Korban Bencana Alam
b. Penduduk Korban Bencana social
¢. COrang terlantar dan Komunitas Terkectl




Produk Pelayanan
1. Kartu keluargs
2. Karu Tanda Penduduk
3. Akte kelahiran dan Dokumen lainnya

Sarana, Filling cabinet, almarialst tulis kantor, formulir, papan
prasarana tulis fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database),
R SIAK. Aplikasi Afis, jaringan komnikasi data, computer,
Casifisas printer, pesawat telepon, faximile, kendaraan, ruang kerja,
fuang periemuan, fang penyimpanan arsipruang tunggu
tamu.
R, | Kompetensi 1. Minimal SLTA _
Pelaksana 2. Memahami peraturan  Administrasi  Kependudukan,
khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil.
3. Bisa mengoperusionalkan computer
4. Kecakapan dalam berinteraksi dengan public
5. Ketelitian dalam penerimaan berkas permohonan
6. Keberanian untuk menolak berkas yang kurang atau salah
7. Terampil dalam memberikan solusi persyaratan
9. | Pengawmsan | Adunya koreksi yang berjenjang oleh Kasi Pindah, Kabid
Internal Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
«  Pencrimaan berkas harus benar dan lengkap
- Pcmmﬂndmdhmuikm dengan data
- Pengkorcksian antam input data dengan data dukung
10. | Penanganan - Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
pengaduan, Sipil JL. MT, Haryono no. 64 Tanjungbalai
sarun, dan | 3 Telepon 082160498682
masukun
11. | Jumlah 11 Orang terdin dari .
Pelaksana « 3 omng PNS
= Borang Tenaga Honorer
12. | Jaminan hdmﬂhmu;wbmummmmm
Pelayanan jadwal waktu penyelesaian pembuatan  surat  Keterangan
penctapan kematian Luar Negeri . pelaksanaan IKM secara
berkelanjutan
13, | Jaminan Diwujudian dalam kualitas proses layanan dan prodok layanan
heamanan dan | yang didukung olch petugas yang berkompeten dibidang
kesclamatan | tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat,
pelayanan tepat dan santun.
13, | Evaluasi Secara rutin dilaksanakan sctiap 1 bulan.
kinerja




PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TANJUNGBALAI
Jalan MT. Haryono No, 64 Telp : 0821 6049 8682 Kota Tanjunghalai

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin /@8 Januari 2024
Pukul (0830 WIB </d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Kot Tanjungbalai.
Acara : Pembahasan tentang :

- Penyusunan Standar Pelayanan
Perbaikan standar Pelayanan berkaitan dengan Perubahan
dan Penambahan Pelayanan Publik pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungbalai

KEPUTUSAN - KEPUTUSAN
1. Menambahkan beberapa — beberapa indikator standar pelayanan yang sebelumnya
hanya 22 layanan , dan seharusnya menjadi 24 indikator pelayanan, sehingga ada 2
indikator lainnya yang harus di tampilkan ( terlampir )
2. Harus dapat melaksanakan 24 layanan sesuai dengan Peraturan Menpan-R8 nomor : 36
Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar
pelayanan,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAL

T—r
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Lampiran : Notulen Rapat
Tanggal  : @8 januari 2024

Tambahan Isi 2 Indikator Pelayanan yang harus di tampilkan sesuai dengan
Peraturan Menpan-RB Nomor : 36 Tahun 2012

Pencatatan Anak Yang Lahir Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan
Ganda ( ABG )

Syarat- syarat

Fotokopi sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan
Hepublik Indonesia; dan

Kutipan Akta kelahiran asli

Fotokopi KK bagi Penduduk WNI

Fotokopi izin tinggal tetap.

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dan surat Keterangan tempat Tinggal
/Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan

Syarat- Syarat

Fotokopi salinan penetapan Pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; dan
WNI /Penduduk Korban Bencana Alam

WNI/ Penduduk Karban bencana Sosial

Surat Pengantar dari kepala Lingkungan Desa/ Kelurahan; dan

Surat Pengantar dari OPD terkait.
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr,wb

Pertama-tama kita Pujl ALLAH SWT atas kelimpahan dan kebesarannya, dimana
kebesaran it terlihat dan terbentang luas, baik yang ada di Langit maupun yang ada
dibumi, disamping itu juga tak lupa kita bersalawat kepada Junjungan kita Nabi
MUHAMMAD SAW, Semoga kita dijadikan ummat yang senantiasa beruntung dan
senantiasa mendapat safaat dihari klamat kelak.

Pada kesempatan ind kita patut bersyukur karena dapat melsksanakan Laporan
Forum Konsultasi Publik tahun 2024 ini. Dimana Forum Konsuitasi Publik merupakan
salah satu unsur dari pelayanan publik yang didalamnya terdapat Reformasi Birokrasi
beberapa perubahan yang menjadi dasar utama pada instansi Pemerintah di Pusat dan
daerah.

Agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, maka
Dinas Kependudukan harus memiliki dan mempedomani STANDAR PELAYANAN.

STANDAR PELAYANAN yang baik harus disusun melalui proses dan mekanisme
penyusunan yang balk pula, yvaitu melalui Forum Konsultasi Publik, dimana forum
tersebut melibatkan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan agar pelayanan
yang diberikan selalu dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik, sehingga Pelayanan Prima
dapat tercapal dan kedepannya layanan akan semakin baik pula. Peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan jaminan pelayanan publik
dilaksanakan secara transparan dan akuntabe! serta sesuai dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat,

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai
melaksanakan Forum Konsultasi Publik agar pelayanan prima dapat tercapal,

Tema yang diangkat dalam Forum Konsultasl Publik adalah "Evaluasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan® pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tanjungbalal.

Hasll Forum Konsultasi Publik inl merupakan bahan evaluasi bagi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk dapat meningkatkan
kinerja pelayanan publik agar dapat di selenggarakan dan tetap menjadi bahan evaluas
kedepannya,

_~Tanjungbalai, 05 April 2024
An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SiPiL

NIP, 19840831 200502.10002
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20019 tentang Pelayanan Publik menyebutkan
bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegistan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesual dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik®,

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara wajib mengikutsertakan
masyarakat, sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2019 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik. Kelkutsertaan masyarakat inl merupakan upaya membangun sistem
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adll, transparan, dan akuntabel. Peran serta
tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban
masyarakat, serta peran aktuf dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, yang
dimulal sejak penyusunan kebijakan sampal dengan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan
partisipasi  masyarakat tersebut, perlu  adanya koordinasi antara pemerintah

(penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagal pengguna layanan yang diwadahi
dalam bentuk Forum Konsultasi Publik,

Dalam rangka memenuhl amanat undang-undang di atas serta terselenggaranya
sisten penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan optimal sesual dengan asas-
2333 umum pemerintahan dan korporasi yang balk, Pemerintah Xota Tanjungbalal melalui
Sekretariat Dinas  Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Tanjungbalal
menyelenggarakan Forum  Konsultasi Publik dengan tema “Evaluasi  Pelayanan
Administrasi Kependudukan™ Pemilihan tema ini didasarkan pada pentingnya aspek
pelayanan dalam administrasi kependudukan yang merupakan pelayanan dasar yang
harus dipenuhi dan dimiliki oleh setiap Masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota
Tanjungbalai adalah :
1. Membahas permasalahan percepatan penyelesalan Administrasi Kependudukan
yang belum terlaksana denganbaik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota
Tanjungbalal.

2. Menyatukan pemahaman serta keterbukaan informasi yang disampaikan Pemerintah
dalam hal ini Dinas kependudukan kepada Masyarakat dan Pihak eksternal lainnya,
agar pelayanan benar ~benar sesual dengan standar pelayanan dan penyelesalannya
dapat terselesaikan sesual dengan ketentuan.



C. Manfaat

Adapun Manfaat dari penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik inl adalah untuk
memberikan perubahan pada penyelenggara layanan antara lain :

1. Untuk memenuhi kepuasan Masyarakat melalul capalan pencepatan dalam
penyelesaian pelayanan Administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Masyarakat
sclaku pengguna layanan.

2. Memberikan Informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka
mempermudah pemenuhan dokumen Administrasi Kependudukan serta
menghasilkan produk sesual yang diinginkan dan dihasilkan.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah sebagai berikut ;
1. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

2. UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2000,

4. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tatacara dan Persyaratan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

5. Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum
Konsultasi Publil.
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KONSULTASI PUBLIK

A. Ruang Uingkup Masalah

Ruang lingkup permasalahan yang dihadapi dalam Forum Konsultasi Publik Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungbalai meliputi permasalahan dalam
petunjuk teknis standar pelayanan serta budaya pelayanan yang menjadl tugas dan fungsi
apalagi sarana dan prasana yang menjadi inti pelaksanan layanan , oleh karena itu Tema
tepat yang diangkat adalah * Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan®,

Berdasarkan pada tema, maka Forum Konsultasi Pulbik ini lebih ditekankan kepada
permasalahan yang berkaitan dengan jenis Produk Layanan dan persyaratan layanan serta
sarana dan prasarana sebagai fasilitas dan informasl terhadap pemberi dan pengguna
layanan agar pelayanan dapat maksimal.

Masalah teknis yang paling sering dihadapi dalam pelayanan  administrasi
kependudukan adalah mengenal pelaksansan Survey Kepuasan Masyarakat. Seringkali
masyarakat beranggapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tidak dilaksanakan
dengan efektif, dan terkesan sulit. Yang menyebabkan hasil darl survey kepuasan masyarakat
tidak optimal, dan tidak menggambarkan keadaan kepuasan masyarakat yang mengurus
administrasi kependudukan,

B. Pelaksanaan
1. Waktu dan Tempat Forum Konsultasi Publik Tahun 2024
Hari / Tanggal :Rabu [ 03 April 2024
Tempat :Ruang Rapat sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan 5ipil kota
Tanjung balai, Jl. MT Haryono
2. Keglatan

e Pembukaan Dilakukan oleh Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalal Bapak HADITIYA AGUSTI ANYAR, STMAP  dalam sambutannya,
Bapak Pit. sekretaris Mengharapkan Forum Konsultasi Publik dapat menghasitican
kualitas pelayanan yang prima dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Untuk itu peran aktif masyarakat dan peserta Forum Konsultasi Publik
dengan memberi masukan-masukan dan saran guna mendapat solusi yang efektif
dan tepat sasaran.

* Paparan disampaikan oleh Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Keperndudukan




C. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap permasalahan dalam Forum Konsultasi
Publik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjungbalal menyusun
rencana aksl. Rencana aksl tersebut disusun dan dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Tanjungbalal

Atas dasar komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik,
maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan hal-hal berikut ;

1. Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setelah masyarakat selesal mengurus
dokumen Administrasi Kependudukan.

2. Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara online, agar lebih efektif dan
efisien sertadapat menggambarkan respon masyarakat lebih cepat dan tepat.

BAB Il
PENUTUP

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi dasar
dalam pengembangan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tanjungbalai, Rencana aksi yang dihasilkan dari Forum Konsultasi Publik inl dapat
membanty  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipll Kota Tanjungbalai dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal Pelayanan Administrasi Kependudukan,
dan peningkatan kepuasan masyarakat,

Pelaksanaan hasil rencana aksi tentunya memerlukan waktu dan proses schingga
periu mekibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang
diharapkan. Di samping Itu hal paling penting untuk menciptakan penyelenggaraan
pelayanan publik yang prima dan optimal sesual standar pelayanan yang disepakati adalah
komitmen pimpinan baik darl tingkat atas, menengah, sampai tingkat rendah, Sebagus
bagus dan sebaik apapun standar pelayanan yang disepakati, tanpa adanya komitmen dari
pimpinan dan rasa kepedulian dari pada pemberi layanan maka tidak akan berdampak
secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karenanya, agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi keglatan yang
berkelanjutan di Kota Tanjungbalal , partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua
stakeholders sangat penting dalam peningiatan kualitas pelayanan publik yang ada &l Dinas

Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungbalal
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PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TANJUNGBALAI
Jalan MT, Haryono No. 64 Telp : 0821 6049 B682 Kota Tanjungbalal

BERITA ACARA
FORUM KONSULTAS!I PUBLIK
Nomor : 470/ vyt [ KEC/ FKP/ 2024

Pada harl inl : Kamis Bulan April Dua ribu dua puluh empat , bertempat di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalal sebagai unit penyelenggara Layanan Administrasi kependudukan
telah Mengadakan Forum Konsultasi Publik dengan Pihak Terkait, guna membahas Permasalahan
yang dihadapi Bidang Pelayanan Publik khususnya dalam Pelayanan Administrasi kependudukan ,
yang menghasilikan Masukan dan solusi kepada Penyelenggara Layanan di Dinas kependudukan dan
Pencatatan sipil kota Tanjungbalal sebagai berikut :

NO KLASIFIKAS USULAN REKOMENDAS! PERBAIKAN | RENCANA TARGET
MASALAH PELAYANAN | JANGKA PENDEK
1. | Pelayanan 1. Percepatan Penyelesalan dokumen Jangka Pendek
layanan. Maksimal 6 Bulan

2. Pencepatan Penyelesalan layanan Aduan
serta merespon tolak ukur kepuasan
Masyarakat dalam melakukan layanan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kota Tanjungbalal melalul sekretaris serta Pihak
yang terkait dapat menerima masukan dan Usulan sebagaimana dimaksud . dan bersama-sama
berkomitmen melakukan perubahan serta menindaklanjuti dalym bentuk perbaikan layanan,

Demikian berita Acara inl dibuat untuk dapat ditindaklanjutl sesual dengan ketentuan yang telah
dibuat dan menjadi kesepakatan.

Tanjungbatal, 04 April 2024
AN KEPALA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN StPiL

HADITIY AR 5T, MLAP
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